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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepatuhan
wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak
dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi empiris.
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Denpasar.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode
purposive random sampling. Kriteria sampel yang diambil, yaitu wajib paak
bergerak di bidang usaha handicraft, memiliki NPWP, berdomisili usaha di Kota
Denpasar, membayar dan melaporkan PPh Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan adalah dengan survei melalui kuesioner. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis independent sample t-test, teknik ini digunakan untuk
mengetahui apakah ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi
yang sudah diperiksa dan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum
diperiksa.

Berdasarkan hasil andisis data dan pembahasan, tiane 1€bih kecil dari hitung (-
1.983 < -0.674). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan wajib
pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam
negeri orang pribadi yang belum diperiksa. Jika dilihat secara teoritis dari tujuan
suatu pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi  kewajiban perpgjakannya dan selanjutnya memungkinkan dapat
diperoleh umpan balik dari wajib pajak berupa peningkatan kesadaran untuk
memenuhi kewajiban perpgakannya. Hal ini disebabkan oleh faktor petugas pajak
dan wajib pagjak itu sendiri yang suka melakukan negosiasi.
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ABSTRACT

AN ANALYSIS OF DIFFERENCE TAXPAYER COMPLIANCE OF
INDIVIDUAL INCOME TAX THAT HAD BEEN INSPECTED
AND HAD NOT BEEN INSPECTED

(An Empirical Study To Handicraft Entrepreneur In Denpasar City)

Wahyu Darmaputra
032114131
Sanata Dharma Univer sity
2008

The objective of this research was to know whether there was difference in
compliance for domestic individual taxpayer that had been inspected and domestic
individual taxpayer that had not been inspected in fulfilling their tax obligations. The
type of this research was empirical study. This research was done in the Denpasar
City area.

The sample was chosen using purposive random sampling method. The
criteria of sample, were in handicraft business, had the Tax Identification Number
(NPWP), were located in Denpasar City, paid and reported the individual income
tax. The data collection method of this research was survey, and it had been done
through questionnaires. The technique of data analysis used in this research was the
independent sample ttest. It was used in this research in order to know whether
there was difference in compliance for domestic individual taxpayer that had been
inspected and domestic individual taxpayer that had not been inspected.

Based on the data analysis and the discussion, the observed value of tiape Was
smaller than teount (-1.983 < -0.674). This fact showed that there was no differencein
compliance between domestic individual taxpayer that had been inspected and
domestic individual taxpayer that had not been inspected in fulfilling their tax
obligations. Theoreticaly, the aim of tax inspection is to examine the taxpayer
compliance in fulfilling their tax obligations and then it can get feed back from
taxpayer like the consciousness improvement to fulfill their tax obligations. This is
caused by the factor of tax officer and taxpayer himself that like doig negotiation.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pgjak di Indonesia dalam membayar
paak sesua aturan disinyalir pada umumnya masih rendah. Satu hal yang
dapat memberikan gambaran mengenai hal ini ditunjukkan oleh besaran tax
coverageratio, yaitu indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan
pajak. Besaran tersebut merupakan perbandingan antara besarnya pgak yang
telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya
dipungut (Gunadi, 2001: 22).

Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak. Apalagi dalam masa sekarang ini, pajak merupakan
sebagal sumber penerimaan utama untuk membiaya negara. Pada struktur
penerimaan pajak dalam APBN di Indonesia tahun 2003, Pajak Penghasilan
(PPh) menyumbangkan kontribus terbesar yaitu 47.6% terhadap total pajak
dalam penerimaan pajak dalam negeri (Ismail, 2005: 398). Sekarang ini
pemerintah kembali akan merencanakan untuk melakukan perubahan pada
Pajak Penghasilan, hal ini dilakukan demi kemajuan ekonomi yang merata dan
demi perhitungan pajak yang adil. Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak
1984 telah tiga kali mengalami perubahan, yaitu Undang-undang Nomor 7
Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.



Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan
masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak
atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Reformasi pajak diupayakan
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pgjak dalam membayar pajak. Wajib
pajak yang patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dengan nominal
besar melainkan wajib pgjak yang mengerti mengenai hak dan kewajibannya
dalam bidang perpajakan serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Gardina,
2006: 11). Menurut Gardina (2006: 12) adapun kriteria yang dapat
digolongkan sebagai wajib pajak Patuh adalah 1) Wajib Ryak tepat waktu
dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun
terakhir; 2) Wajib Pgjak tepat waktu dalam menyampaikan SPT masa untuk
Pajak Penghasilan dan Pagjak Pertambahan Nilai dalam tahun terakhir; 3)
Wajib Pgjak tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk
diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak
(STP) untuk dua tahun terakhir; 4) Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu
sepuluh tahun terakhir; dan 5) Pendapat yang diberikan auditor apabila
laporan keuangan wajib pgak diaudit adalah wajar tanpa pengecuaian, atau
wagjar dengan pengecudian. Selain itu, Wajib Pgjak juga harus memenuhi
kriteria tambahan, yaitu menyelenggarakan pembukuan yang sesual dengan
perpgjakan (pasa 28 KUP) dan koreks fiskalnya tidak boleh Iebih dari 10%
apabila wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua

tahun terakhir.



Wagjib Pgjak yang tergolong patuh dapat mencerminkan bahwa dalam
diri jiwa Wagjib Pgjak telah tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam
mempertahankan kemaslahatan hidup manusia, sepanjang dalam membayar
pajak tersebut tidak merasa adanya unsur paksaan, walaupun secara teori
paksaan merupakan unsur pengertian pagak. Bagi Wagib Pgak,
penganugerahan sebagai Wajib Pajak patuh oleh Direktorat Jendral Pajak
merupakan sesuatu yang prestisius atau bergengsi. Selain gengs, manfaat
yang bisa didapat adalah Wagib Pgak yang patuh memperoleh imbalan
penghargaan berupa pengembalian pendahuluan restitusi pajak (tax refunds),
yaitu restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam jangka
waktu yang lebih cepat dari ketentuan umum yang berlaku. Dalam proses
penyelesaian restitusi pendahuluan dilakukan tanpa melalui pemeriksaan pajak
(Hutagaol, 2006: 219).

Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui
tindakan penegakan hukum. Salah satu bentuk badan penegakan hukum
tersebut adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak (tax audit). Badan ini
dirasa hasiinya kurang menggembirakan atau mungkin belum nampak hasil
kerja mereka. Dengan kasat mata dapat dibuktikan betapa banyak Wajib Pajak
yang menghindari pajak termasuk penggelapan pajak, khususnya pengusaha
besar dan sebagian pengusaha masih banyak yang luput dari pengenaan pajak,
tidak mempunyai NPWP dan tidak mengisi SPT (Siregar, 2004: 22).

Selain itu, keterbatasan dana dan sumber daya manusia pada Direktorat

Jenderal Pgjak mengakibatkan tidak seluruh surat pemberitahuan (SPT) yang



disampaikan Wajib Pajak dapat diperiksa dalam kurun waktu tertentu, apalagi
terhadap SPT Tahunan PPh Wagjib Pgjak Orang Pribadi yang mungkin selama

ini jarang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Apakah ada perbedaan
kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa

dengan wgjib pgjak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa?

C. Batasan Masalah
Peneliti hanya membatasi permasalahan pada kepatuhan wajib pajak
dalam regeri orang pribadi yang sudah diperiksa maupun wejib pajak dalam
negeri orang pribadi yang belum diperiksa daam melakukan kewagjiban
perpajakannya diukur berdasarkan ketepatan waktu mereka membayar dan
menyampaikan SPT Tahunan atau SPT masa, tidak pernah menunggak pajak,
tidak pernah melakukan tindak pidana perpaakan, menyelenggarakan

pembukuan dan SPT yang diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D. Tujuan Pendlitian
1. Mdalui penditian ini dihargpkan mampu mengetahui seberapa besar
kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi dalam memenuhi
kewajiban perpgakannya, apabila wajib pajak itu sudah diperiksa dan

bagaimana juga dengan wajib pajak yang belum diperiksa.



2. Médalui pendlitian ini diharapkan mampu mengetahui apa penyebab
adanya perbedaan kepatuhan Wajib Ryjak yang sudah diperiksa dengan
Wgib Pgak yang belum diperiksa dadam memenuhi kewagjiban
perpgjakannya, jika nantinya dari hasil hipotesis yang akan dilakukan
diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kepatuhan Wgjib Pgjak yang
sudah diperiksa dengan Wajib Paak yang belum diperiksa dalam
memenuhi kewagjiban perpajakannya, dan apa yang menyebabkan idak
terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah diperiksa dengan
Wajib Paak yang belum diperiksa daam memenuhi kewajiban
perpajakannya jika hasil hipotesis menyatakan tidak terdapat perbedaan
kepatuhan Wajib Pajak yang sudah diperiksa dengan Wajib Pajak yang

belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi data tambahan atau bahan
pembelgaran tambahan bagi civitas akademika Universitas Sanata
Dharma khususnya bagi mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi
terhadap ilmu yang bersangkutan

2. Bagi Dirjen Pgjak
Penelitian ini nantinya diharapkan akan menjadi pembelgjaran tambahan
bagi aparatur pajak mengenai kepatuhan Wajib Pgjak khususnya Wajib

Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi.



3. Bagi Penulis
Penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya
kepatuhan seorang wajib pajak untuk membayar pajak jika dilakukan
pemeriksaan terhadap mereka. Selain itu juga, penelitian ini merupakan
pengetahuan tambahan bagi penulis disamping teori yang diperoleh di

bangku perkuliahan

F. Sistematika Penulisan
Bab I: Pendahuluan
Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.
Bab Il: Landasan Teori
Bab ini menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan
topik penelitian dan akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan
Bab I11: Metode Penelitian
Pada Bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, waktu
dan lokas penelitian, subjek dan objek penelitian, variabel penelitian, definis
operasiona, data-data yang dibutuhkan, populas dan sampel, teknik
pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV: Gambaran Umum Kota Denpasar
Pada Bab ini dijelaskan secara garis besar keadaan umum Kota Denpasar,

meliputi proses terbentuknya Kota Denpasar, kondisi geografis, kondisi



pemerintahan, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, dan gambaran usaha
handicraft.

Bab V: Analisis Data dan Pembahasan

Pada Bab analisis data dan pembahasan akan dijelaskan mengenai teknik
analisis data beserta pembahasannya.

Bab VI: Penutup

Pada Bab penutup akan diuraikan mengenai kesimpulan dari analisis data

yang telah dilakukan, saran serta keterbatasan penelitian.



BAB ||
LANDASAN TEORI
A. Pajak
1. Pengertian Pajak

Terdapat beragam pengertian mengenai pajak. Definis pgak yang
dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH sebagaimana dikutip
oleh Resmi (2005: 1). Pgjak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal-balik (kontraprestas) yang langsung dapat
dirujukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definiss pgak yang dikemukakan oleh S. |. Djgadiningrat
sebagaimana yang dikutip oleh Resmi (2005: 1). Pajak sebagai suatu
kewgjiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan
yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa
timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesegjahteraan
secara umum.

Definis pgak yang dikemukakan oleh Mr. Dr N. J. Feldmann
sebagaimana yang dikutip oleh Resmi @005: 1). Pgak adalah prestas
yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut

norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi,



dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran

umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a Pgak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya.

b. Daam pembayaran pgak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual pemerintah

c. Pgak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah

d. Pgak diperuntukkan bagi pengeluaranpengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayal public investment.

. Fungs Pajak

Terdapat dua fungs pajak, yaitu:

a

Fungs Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayal pengeluaran baik
rutin  maupun pembangunan. Sebagal sumber keuangan negara,
pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk
kas negara.

Fungs Regulerend (Mengatur)

Paak mempunya fungsi mengatur artinya pgjak sebagai aat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang

keuangan
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3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. Official Assesment System

C.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpgjakan untuk menentukan sendiri jumlah pgak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta
memungut paak sepenuhnya berada di tangan para aparatur
perpajakan.

Sf Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan ketentuan undang-undang perpgakan yang berlaku.
Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan
pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pgak. Wagjib Pgak
dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan
perpgakan yang sedang berlaku, dan mempunya keujuran yang
tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pgjak sesuai dengan ketentuan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan
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dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan

lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpagakan yang tersedia.

4. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Pgjak menurut golongannya dibagi menjadi:

1

2)

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wagjib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain.

Contoh: Pgjak Penghasilan

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai.

b. Pagak menurut sifatnya dibagi menjadi:

1)

2)

Pgak subyektif, yaitu paak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib
pajak.

Contoh: Pgjak Penghasilan

Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangka pada obyeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai dan Pgjak Penjualan atas Barang

Mewah.



12

c. Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi:

1) Pgak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pgjak Penghasilan, Pgjak Pertambahan Nilai dan Pagjak
Penjudan Barang Mewah, Pgjak Bumi dan Bangunan dan Bea
Materai.

2) Pgjak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak
daerah terdiri atas:

a) Pgak provins, contoh: pgak kendaraan bermotor dan
kendaraan diatas air, pgjak bahan bakar kendaraan bermotor.
b) Paak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pgjak restoran, pajak

hiburan, pgjak reklame, dan pajak penerangan jalan.

B. Pajak Penghasilan
1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut PSAK # 46 paragraf 07 pengertian dari pgjak penghasilan
yaitu: “Pgjak yang dihitung berdasarkan peraturan perpagakan dan pajak
ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari wajib pajak”. Penghasilan
disini yaitu: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsums atau untuk menambah kekayaan wajib

pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
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Pajak penghasilan adalah pagjak yang dikenakan terhadap subyek pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
(Resmi, 2005: 74). Pgak penghasilan meliputi pgak penghasilan umum,
PPh21, PPh22, PPh23, PPh24, PPh25, PPh26, PPh29.

. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai
potensi untlk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk
dikenakan Pgak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di
Indonesia mengatur pengenaan Pagjak Penghasilan terhadap Subjek Pajak
yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
ddam Tahun Pgak. Pasa 2 ayat 1 UU no. 17 Tahun 2000
mengel ompokkan subjek pajak sebagal berikut:

a.  Subjek Pgjak orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau

berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia
b. Subjek Pgak warisan yang belum terbagi sebagal satu kesatuan,

menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek

pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
c. Subjek Pajak badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
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lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau
organisas sgenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya termasuk reksadana.

d. Subjek Pgak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan

Subjek Pgjak luar negeri.
a Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia atau orang
pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di indonesia;

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

3) Warisan yang belum terbagi sebagal satu kesatuan, menggantikan

yang berhak
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b. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang merjaankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usahatetap di Indonesia;

2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Y ang menjadi obyek pajak penghasilan adalah:

a Penghasilan yaitu setigp tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pgjak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pgak yang bersangkutan dengan
nama dan bentuk apapun, termasuk:

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh termasuk ggji, upah, tunjangan,



2)
3)

4)
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honorarium, komisi, bonus, gatifikasi, uang pensiun, atau imbalan

dalam bentuk lainnya.

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

Laba usaha.

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

termasuk:

a)

b)

d)

Keuntungan karena pengalihan harta karena perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagal pengganti saham atau
penyertaan modal.

Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota.

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
Keuntungan pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu dergjat, dan badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosia atau pengusaha kecil
termasuk operasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usah, pekerjaan,
kepemilikan atau penguassan antara pihak-pihak yang

bersangkutan.



17

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya.

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian uang.

7) Devidendengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi.

8) Royalti.

9) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.

10) Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala.

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14) Premi asurans.

15) luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
yang terdiri dari Wajib Paak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas.

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari pengalihan yang belum
dikenakan pajak.

. Penghasilan tertentu atas penghasilan berupa bunga deposito dan

tabungantabungan lainnya, penghasilan dari transaks saham dan

sekuritas lainnya dari bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta
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berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya,
pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Y ang termasuk pengecualian obyek pajak penghasilan adalah:

a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu dergjat, dan oleh badan keagamaan dan
pendidikan atau badan sosia atau pengusaha kecil termasuk koperas
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak
yang bersangkutan.

c. Warisan

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubugan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

f.  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari

Wajib Pgjak atau pemerintah.
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g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pgjak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha
Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan badan
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan
Syarat:

1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus
mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan usaha tersebut.

h. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh
pemberi kerja maupun pegawai.

I. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

J. Bagian laba yang diterima atau diperolen anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

k. Bunga obligas yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana
selama 5 (lima) tahun pertama sgak pendirian perusahaan atau

pemberian ijin usaha.
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|.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan moda ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikaan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
usaha pasangan tersebut:

1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan;dan

2) Sahamnyatidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

5. Norma Perhitungan Pajak Penghasilan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat digunakan untuk Wajib
Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan syarat
memberitahukan kepada dirjen pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
pertama dari tahun pagjak yang bersangkutan. Besarnya peredaran bruto
tersebut dapat diubah oleh menteri keuangan.

Wajib Pgak (WP) tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan
sebagaimana diatur dalam Undang- undang tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpgakan (KUP). Tetapi jika Wajib Pgak tersebut tidak
memberitahukan kepada Dirjen Pgjak untuk menghitung penghasilan neto
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka
Wagjib Pagak bersangkutan dianggap memilih  menyelenggarakan
pembukuan. Untuk Wajib Pagak yang waib menyelenggarakan

pembukuan dan ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan
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pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau
pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya
dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau caralain
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Cara menghitung Pajak Penghasilan:

PPh terutang = tarif pagjak x (penghasilan neto — PTKP)

C. Pemeriksaan Pajak
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewgjiban perpajakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaakan
2. Pedoman Pemeriksaan Pajak
Pedoman pemeriksaan ini digariskan oleh pemerintah ditujukan agar
pemeriksaan tidak menghambat jalannya kegiatan perusahaan dari wajib
paak yang sedang diperiksa, selain itu jangan sampai pemeriksa paak
mencari-cari  kesalahan atau menakut-nakuti wajib pgak. Adapun
pedoman tersebut adalah:
a. Tidak diperkenankan adanya pemeriksaan berulang-ulang untuk tahun

yang sama.
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b. Tidak diperkenankan adanya pemeriksaan ulang, kecuai jika
terungkap data baru yang menunjukkan adanya indikasi penggel apan
pajak.

c. Petugas pemeriksa pajak harus menjelaskan maksud dan tujuan
pemeriksaan dan menunjukkan tanda pengena pemeriksa serta surat
perintah pemeriksaan.

d. Pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu secepat- cepatnya.

e. Petugas pemeriksa paak harus memberitahukan rincian yang
berkenaan dengan ha-ha yang berbeda antara hasil pemeriksaan
dengan yang dilaporkan oleh wajib paak di daam surat
pemberitahuan.

. Tujuandan Sasaran Pemeriksaan Pajak

Tujuan dalam pemeriksaan pgjak meliputi:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpgjakan, yang dapat
dilakukan dalam hal:

1) Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran
pajak dan/atau rugi.

2) Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan
tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

3) Surat Pemberitahuan (SPT) memenuhi kriteria yang telah
ditentuk an oleh Direktur Jendral Pajak untuk diperiksa.

4) Terdapat indikas kewajiban perpgjakan selain kewajiban tersebut

tidak dipenuhi.
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b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP) atau pencabutan
NPWP

Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pgjak (NPPKP)
dan pencabutan NPPKP

Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak
bagi wajib pajak baru.

Wajib Pgjak mengajukan keberatan atau banding.

Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan.
Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

Penentuan wajib pajak berlokas didaerah tertentu.

Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pgjak Pertambahan Nilai
dan/atau Pgjak Penghasilan pasal 21.

Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk

tujuan selain tersebut di atas.

Sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya: interpretas undang-

undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus

dari penghasilan, dan pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya,

yang

dilakukan wajib paak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya.
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4. Cara (Ruang Lingkup) Pemeriksaan Pajak

Adapun ruang lingkup pemeriksaan yang diatur menurut keputusan

Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 adal ah:

a  Pemeriksaan Kantor
Merupakan pemeriksaan terhadap suatu jenis pajak tertentu baik tahun
berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor
Dirjen Pgjak. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan
pemeriksaan sederhana.
Pemerik saan sederhana di kantor dilakukan dalam jangka waktu empat
minggu dan dapat diperpanjang maksima 6 minggu. Apabila dalam
proses pemeriksaan kantor ditemukan adanya indikasi unsur transfer
pricing, maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini
merupakan pemeriksaan mendalam sehingga dapat  dilakukan
maksimal jangka waktu dua tahun. Jangka waktu pelaksanaan
pemeriksaan tersebut tidak berlaku dalam ha pemeriksaan yang
dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang
menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

b. Pemeriksaan Lapangan
Merupakan pemeriksaan suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak
untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk
tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pgjak. Pemeriksaan ini
dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan

sederhana.
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1) Pemeriksaan lengkap dilakukan dalam jangka waktu dua bulan dan
dapat diperpanjang paling lama delapan bulan. Pemeriksaan
lengkap merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakuakn temadap
Wajib Pajak, termasuk kejasama operasi dan konsorsium, untuk
seluruh pajak (@ll taxes), termasuk BPHTB, untuk tahun berjalan
dan atau tahunrtahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan
menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang secara umum lazim
digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

2) Pemeriksaan sederhana dilakukan dalam jangka waktu satu bulan
dan dapat diperpanjang sampa dengan dua bulan. Pemeriksaan
sederhana lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk
satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau
dan tahuntahun sebelumnya vyang dilaksanakan dengan
menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu
menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan

5. Norma Pemeriksaan Pajak
Norma pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor 545/KMK.04/2000 meliputi:
a. Norma Pemeriksaan Lapangan.
Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam

rangka Pemeriksa L apangan adalah sebagai berikut:
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2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)
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Pemeriksa Pgjak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu
melakukan pemeriksaan;

Wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan
pemeriksaan kepada Wajib Pgjak;

Wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi
dengan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak;

Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib
Pajak yang akan diperiksa;

Wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pgjak (LPP);

Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang
hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat
Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib
Pajak;

Wagib memberi  petunjuk kepada Wagib Pgak mengenai
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya;
Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen
pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pgjak paling lama 14
(empat belas) hari sgjak selesainya pemeriksaan;

Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh

Wajib Pgjak dalam rangka pemeriksaan.
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b. Norma Pemeriksaan Kantor

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam

rangka Pemeriksaan Kantor adalah sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Memanggil Wajib Pgak untuk datang ke kantor Direktorat
Jenderal Pgjak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan, dengan
menggunakan surat panggilan;

Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib
Pajak yang akan diperiksa;

Wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pgjak (LPP);

Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pgjak tentang
hal- hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan;

Wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pgak mengenal
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya;
Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen
pendukung lainnya yang dipinjam dari Wgjib Pgjak paling lama 7
(tujuh) hari sgjak selesainya pemeriksaan;

Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh

Wajib Pgjak dalam rangka pemeriksaan.

c. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan.

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan

adalah sebagai berikut:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Pemeriksaan dapat dilakukan oleh gorang atau lebih Pemeriksa
Pajak;

Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di
Kantor Wajib Pgjak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di
tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal
Wajib Pgjak atau di empat lain yang ditentukan oleh Direktur
Jenderal Pgjak;

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang
perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan
(KKP);

L PP disusun berdasarkan KPP,

Hasll Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui Wgjib
Pagak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang
persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pgak yang
bersangkutan atau kuasanya;

Hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau seluruhnya disetujui
oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Berdasarkan LPP, diterbitkan surat ketetapan pgak dan Surat
Tagihan Pgjak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan

penyelidikan.



29

6. JenisPemeriksaan Pajak

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib paak

sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal- hal sebagai berikut:

1

2)

3)

4)

5)

6)

SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih
bayar

SPT tahunan PPh wajib pgjak badan menyatakan rugi tidak lebih
bayar

Terdapat prioritas atau aat keterangan.

Wajib pagjak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas atau wajib paak badan, yang menggukan permohonan
pencabutan NPWP/PKP atau perubahan tempat terdaftar wajib
pajak dari satu KPP ke KPP lain.

Wajib pagak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun
telah dikirimkan surat teguran dan tidak mengajukan permohonan
perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos dan
wajib pajak kelompok non efektif.

Wagjib pgak melakukan kegiatan membangun sendiri yang
pemenuhan kewgjiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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7) Waqjib pgak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh pasa 21
selama 2 tahun berturut-turut atau SPT Masa PPN dalam tahun
berjalan selama 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.

8) Wagjib pajak menyampaikan SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan)
yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran
pajak (estitus) terutama sehubungan dengan penyerahan ekspor
atau penyerahan kepada badan pemungut PPN.

9) SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi

10) Pemusatan tempat terutang PPN.

. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan Kriteria Seleks adalah pemeriksaan yang dilakukan
terhadap Wajib Pgjak yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem
Kriteria Seleksi. Penggunaan sistem tersebut dimaksudkan untuk
mengurangi unsur subjektivitas dalam pemilihan Wajib Pajak karena
mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan variabel-variabel terukur
dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio
antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data/informasi yang
ada pada Dirjen Pgjak. Dengan sistem yang baru ini hanya wajib pajak
yang mempunya potensi tinggi dan menunjukkan indikasi kuat
melakukan pelanggaran terhadap kewagjiban perpgakannya dapat

diperiksa.
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c. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama

terhadap Wajib Pgjak sehubungan dengan adanya keterangan atau

masalah yang berkaitan dengannya. Pemeriksaan khusus dapat
dilaksanakan terhadap:

1) Wagjib Pgjak yang diduga melakukan tindakan pidana pajak;

2) Wagjib pgak yang diadukan masyarakat termasuk melalui Kotak
Pos 5000;

3) Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.

d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan wajib pgjak lokas adalah pemeriksaan yang dilakukan

atas cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha dari wajib

pajak domisili. Pemeriksaan wajib pgjak lokas dilakukan terhadap:

1) SPT Tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT Masa PPN menyatakan
Lebih Bayar;

2) SPT Tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT Masa PPN tidak
disampaikan masing-masing selama 2 (dua) tahun berturut-turut
atau 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.

e. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan tahun berjalan untuk jenis-jenis paak tertentu atau

seluruh jenis pagak. Pemeriksaan tahun berjalan dapat dilakukan

terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.
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Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan
untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah
terjadi tindak pidanadi bidang perpajakan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mencari atau mengetahui:

1) Adanyabukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

2) Pasal-pasal pidanadilanggar.

3) Identitas tersangka.

4) Menghitung kerugian negara.

Secara lebih spesifik tujuan sesungguhnya adalah untuk menghitung
besarnya kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku dengan cara-cara
yang melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang
pasa 4 ayat 1 keputusan Dirjen Pgjak No. KEP.02/PJ.7/1990 tanggal
24 Desember 1990.

Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki
kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk group ditemukan adanya
indikas keterkaitan dengan anggota group lain maka dimungkinkan
untuk dilakukan pemeriksaan secara terintegrasi.

Pemeriksaan yang melampaui batas akan menghilangkan ciri dari
sistem self assesment itu sendiri, karena ha ini menunjukkan
rendahnya tingkat kepercayaan fiskus kepada wajib pajak dalam

mel aksanakan kewajibannya.
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D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewgjiban wajib pgak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

adalah:

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).

2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar
dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas
waktu yang ditetapkan.

4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

5) Jika diperiksa, wajib:

a) Mempelihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna
memperlancar pemeriksaan;

c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2. Hak Wagjib Pajak

Hak-hak Wajib Pgjak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

adalah:

1) Mengajukan surat keberatan atau banding.



2) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan
permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan

3) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

4) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta
pembetulan surat ketetapan yang salah.

5) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewagjiban

perpajakan.

E. Kepatuhan Wajib Pajak
1. KriteriaWajib Pajak Patuh

Adapun kriteria-kriteriawajib pgak patuh yang telah ditetapkan:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT-
tahunan) dalam dua (2) tahun terakhir.

b. Tepat waktu daam menyampaikan surat pemberitahuan masa (SPT-
masa) untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam
tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan
masa tersebut tidak boleh Iebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut-
turut, serta lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan
masa berikutnya.

c. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk
diangsur pembayaran pgaknya namun tidak termasuk surat tagihan
pajak (STP) untuk dua masa terakhir.

d. Tidak pernah dijatuni hukuman karena melakukan tindak pidana

dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir.
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e. Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan wajib pajak
diaudit adalah wagar tanpa pengecualian, atau waar dengan
pengecualian.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, wajib pajak mash dapat

menggjukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wajib paak patuh

dengan syarat wajib pajak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain itu,
wajib pajak juga harus memenuhi kriteria yang tambahan yaitu:

a. Menyelenggarakan pembukuan yang sesua dengan perpajakan (pasa
28 KUP)

b. Koreks fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib paak

pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

2. Penjelasan Kriteria Wajib Pajak Patuh
a. Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak
menurut ketentuan perundang-undangan perpgjakan. Ada dua jenis
surat pemberitahuan yaitu surat pemberitahuan masa dan surat
pemberitahuan tahunan. Surat Pemberitahuan masa adalah surat yang
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak
yang terutang dalam satu masa paak (bulan). Sedangkan surat

pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun

pajak.
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Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menyatakan bahwa setiap Wajib Pgjak wajib mengisi Surat
Pemberitahuan (SPT). Hal ini dikarenakan Surat Pemberitahuan
digunakan untuk melaporkan dan  mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan
tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri
dalam tahun pajak, serta melaporkan pembayaran dari pemotong pajak.

Pengisian surat pemberitahuan bailk masa dan tahunan harus diis
secara benar dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan
waktunya untuk menghindari pengenaan sanksi. Bagi wajib pajak yang
terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa dikenakan denda
sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000) dan seratus ribu rupiah
untuk surat pemberitahuan tahunan. Tabel batas waktu penyampaian

surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan dapat dilihat pada tabel 1

dan tabdl 2.
Tabel 1
Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
Jenis Paj ak Batas Waktu Penyampaian
PPh pasal 21 Tanggal 20 bulan takwim berikutnya
setelah masa pajak berakhir.
PPh pasal 22 impor 14 hari setelah berakhirnya masa pajak
PPh pasal 23 Tanggal 20 bulan takwim berikutnya
setelah masa pajak berakhir.
PPh pasal 25 Tanggal 20 bulan takwim berikutnya
setelah masa pajak berakhir.
PPN dan PPnBM Tanggal 20 bulan takwim berikutnya
setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPnBM Tanggal 14 bulan takwim berikutnya
impor setelah masa pajak berakhir.

Sumber: Suandy (2006:22)
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Tabel 2
Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Jenis Pajak Batasa Waktu Penyampaian

SPT Tahunan PPh 3 bulan setelah akhir tahun (31 Maret
tahun berikutnya)
PPh Pasal 21| 3 bulan setelah akhir tahun (31 Maret

Tahunan tahun berikutnya)
Sumber: Suandy (2006:24)

Dalam hal penyampaian kedua macam surat pemberitahuan ini,

apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, pelaporan
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Wajib paak yang
menyampaikan surat pemberitahuan harus melampirkan bukti-bukti
yang mendukung pengisian surat pemberitahuan tersebut, antara lain
adalah melampirkan neraca dan laporan laba rugi bagi wajib paak
yang menggunakan pembukuan.

Pemerintah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam
menyampaikan surat pemberitahuan tahunan berupa perpanjangan
waktu penyampaian apabila wajib pajak tidak dapat menyiapkan
laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan kepada Dirjen
Pajak dengan disertai alasan penundaan, memberikan pernyataan
tentang besarnya pgjak yang masih harus dibayar menurut perhitungan
sementara pgjak yang terutang.

Apabila wajib pajak mengetahui adanya kesalahan dalam mengisi
surat pemberitahuan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan surat
pemberitahuan tersebut dengan menyampaikan pernyataan tertulis

daam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak serta
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dengan syarat surat tersebut belum diperiksa. Apabila diketahui
ternyata surat pemberitahuan tahunan itu ternyata kurang bayar, maka
wajib pajak harus melunasinya dengan disertai denda berupa bunga 2%
perbulan sampai dengan tanggal pembayaran. Jika waktu pembetulan
surat pemberitahuan telah lewat dua tahun dan Dirjen Pgjak kelum
menerbitkan surat ketetapan pajak wajib pagak masih dapat untuk
mengungkapkan ketidakbenaran yang terjadi namun hanya terbatas
pada pgjak yang harus dibayar yang akan menjadi lebih besar, rugi
yang menjadi kecil, dan jumlah harta dan moda yang menjadi besar.
Untuk pembenaran ini wajib pajak akan dikenal sanksi 50% dari pajak
yang kurang dibayar dan harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.
Kriteria wajib pgak patuh mewajibkan wajib pajak untuk tepat
waktu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan surat
pemberitahuan masa. Surat pemberitahuan harus disampaikan tepat
waktu dalam dua tahun terakhir dengan pertimbangan hanya sedikit
surat yang harus disampaikan. Selain itu, penetapan kriteria ini juga
berdasarkan pemikiran bahwa wajib paak yang tepat waktu
menyampaikan surat pemberitahuan tahunan bisa berarti mengetahui
mengenai surat pemberitahuan tahunan. Untuk surat pemberitahuan
masa waib pgak hanya diwgibkan tepat waktu dalam
penyampaiannya untuk tahun terakhir dimana penilaian dilakukan
kecuali adanya permohonan penundaan. Kriteria ini dikarenakan

banyaknya jenis surat pemberitahuan yang harus disampaikan tipa
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bulan. Banyaknya jenis surat pemberitahuan masa ini membuat Dirjen
Pajak memberikan kelonggaran berupa keterlambatan yang bisa di
tolerans selam tiga bulan namun tidak berturut-turut (Gardina, 2006:
13).

. Tunggakan Pajak

Salah satu kriteria yang harus ditetapkan untuk menjadi wajib
pajak patuh adalah wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.
Tunggakan pajak terjadi karena wajib pajak dengan senggja atau tidak
senggja tidak membayar pgak ataupun tidak menyampaikan surat
pemberitahuan. Adanya tunggakan pgak ini akan membuat wajib
pajak dikenai sanks baik bunga, kenaikan pembayaran pajak, ataupun
penjara.

Kriteria ini memberikan pengecudian bagi wgib paak untuk
memenuhinya yaitu wajib pajak dapat menjadi wajib paak patuh
apabila memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan apabila wajib pajak
mengalami  kesulitan keuangan ataupun mengalami keadaan diluar
kekuasaannya (force mayor), misanya terjadi kebakaran sehingga
wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada waktunya
(Gardina, 2006: 15).

Dalam mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak,
wajib pajak harus mengajukannya sebelum jatuh tempo kecuali untuk

force mayor. Wgjib pgak juga diharuskan untuk menyatakan alasan
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penundaan pembayaran dan menyatakan jumlah paak yang
dimohonkan untuk ditunda atau diangsur. Tunggakan pajak dimaksud
didalam kriteria ini juga tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan
dengan surat tagihan pajak (STP) yang diterbitkan untuk dua masa
pajak terakhir.

. Tindak Pidana Perpajakan

Menurut Bohari sebagaimana yang dikutip Gardina (2006: 15)
tindak pidana dalam perpajakan diatur didalam Undang-Undang No.
16 tahun 2000 pasal 38, 39, 40, dan pasa 41. tindak pidana dibidang
pajak dapat dibedakan kedalam pelanggaran dan keahatan
Pelanggaran adalah tindak pidana yang terjadi dengan tidak sengaja
atau terjadi karena kealpaan. Sedangkan yang dimaksud dengan
kegjahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan senggja dimana
wajib pajak mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan
undang-undang pajak namun tetap dilakukan dengan maksud agar
mereka dapat membayar pajak lebih ringan.

Perbuatan yang termasuk didalam pelanggaran adalah wajib pajak
yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan
atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar, atau
tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
Sedangkan perbuatan yang termasuk kejahatan dalam hukum pajak

adalah:
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1) Dengan sengga tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan
NPWP/NPPKP atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk
maksud- maksud tertentu.

2) Dengan senggja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau
tidak mengis surat pemberitahuan dengan benar.

3) Membuat pembukuan palsu

4) Tidak menyetorkan pajak telah dipotong/dipungut.

5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak tanpa
alasan yang jelas.

Bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana dalam bidang
perpajakan baik berupa pelanggaran ataupun kejahatan akan dikenakan
sanksi pidana. Menurut Mardiasmo sebagaimana yang dikutip oleh
Gardina (2006: 16), ada tiga macam sanks pidana yaitu denda pidana,
kurungan, dan penjara. Sanks berupa denda pidana berupa
peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pagjak. Denda pidana ini
dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun
kejahatan. Sanksi berupa pidama kurungan hanya ditujukan kepada
tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana penjara hampir sama
dengan pidana kurungan, namun sanks ini dikenakan kepada wajib
paak yang melakukan kejahatan dan biasanya lebih lama dari pidana
kurungan. Bagi wagib pagak yang melakukan tindak pidana
pelanggaran akan diberikan sanksi yang lebih ringan daripada tindak

pidana keahatan. Untuk pelanggaran wajib pajak akan dikenakan
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sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda setinggi-
tingginya dua kali jumlahpagjak terutang. Sedangkan untuk wajib pajak
yang melakukan kejahatan dibidang pajak akan diancam dengan sanksi
pidana penjara paling lama enam tahun dan dengan denda paling tinggi
empat kali jJumlah pajak terutang.

Tindak pidana di bidang perpajakan mempunya masa kadaluarsa
lebih dari sepuluh tahun dihitung sgak saat terutangnya pajak. Oleh
karena itu, salah satu kriteria wajib pagjak patuh adalah tidak pernah
dijatuhi  hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang
perpgakan selama sepuluh tahun. Penetapan kriteria ini dngan
pertimbangan bahwa jika dalam sepuluh tahun dalam batas penilaian
wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan maka wajib pajak
dapat dituntut sesuai dengan tindak pidana dilakukannya.

. Pendapat Auditor

Sadlah satu kriteria wajib pgak patuh adalah adanya laporan
keuangan yang dibuat oeleh wajib pajak baik yang diaudit maupun
tidak diaudit. Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit
diharuskan untuk memenuhi kriteria tambahan yaitu melaksanakan
pembukuan menurut pajak dan pemeriksaan terhadap koreks fiskalnya
tidak lebih dari 10%. Bagi wajib pgak yang laporan keuangannya
diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan harus mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian
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atau setidaknya mendapa pendapat wajar dengan pengecualian tetapi

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskalnya
Didalam pemeriksaan akuntansi (audit) menurut Arrens dan

L oebbecke sebagaimana yang dikutip oleh Gardina (2006: 16) terdapat

empat (4) macam pendapat auditor yaitu:

1) Wagar tanpa pengecuaian, yang berarti auditor menyimpulkan
bahwa laporan keuangan disgjikan secarawajar.

2) Wagar dengan pengecuaian, yang berarti auditor menyimpulkan
bahwa laporan keuangan disgjikan secara wagjar kecuai untuk pos-
pos tertentu.

3) Tidak wajar, yang berarti auditor menyimpulkan bahwa laporan
keuangan tidak disgjikan secara wajar.

4) Tidak memberikan pendapat, yang berarti auditor tidak
menyimpulkan apakah laporan keuangan disgjikan secara wajar.
Pendapat wajar tanpa pengecualian didapat apabila semua laporan

keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, harus

tercakup didalam laporan keuangan. Auditor juga sudah cukup
mengumpulkan bahan bukti utnuk mengambil kesimpulan, laporan
keuangan disgjikan sesuai dengan prinsip akuntans yang berlaku
umum, dan adanya pengungkapan yang memadai pada laporan
keuangan tersebui.

Pendapat wajar dengan pengecualian dari auditor didapat apabila

auditor merasa adanya pembatasan lingkup audit atau tidak ditaatinya
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terjadi oleh karena auditor tidak berhasil mengumpulkan bukti yang
cukup untuk mengambil kessmpulan. Hal ini dapat disebabkan karena
klien mengadakan pembatasan atau disebabkan oleh faktor-faktor
diluar kekuasaan auditor, misalnya perjanjian kerja yang belum
disepakati hingga tanggal tutup buku. Apabila auditor tidak
menemukan cukup bukti namun dia yakin bahwa laporan keuangan
secara keseluruhan telah disgjikan secara wajar, maka pendapat wajar
dengan pengecuaian akan diberikan kepada laporan keuangan wajib
pajak.

Dalam memenuhi kriteria wajib pgjak patuh, direktorat Jenderal
Pajak menetapkan bahwa apabila laporan keuangan wajib pgak yang
diaudit maka laporan keuangan tersebut tidak akan diperiksa lagi. Hal
ini dikarenakan salah satu aktivitas dari kantor akuntan publik adalah
memberikan jasa dibidang perpajakan. Jasa yang diberikan oleh kantor
akuntan publik (KAP) kepada kliennya dipercaya oleh Direktorat
Jenderal Pgjak sehinggatidak diperlukan pemeriksaan tambahan.

. Pembukuan Menurut Pajak

Setiap badan usaha diwgjibkan menggunakan pembukuan dalam
menghitung pajaknya. Artinya, wajib pgak tersebut harus membuat
laporan rugi laba fiskal setigp akhir tahun pajak, dimana tidak semua
penghitungan akan sama dengan laporan keuangan komersial.

Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk
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mengumpulkan data dan transformasi. Syarat pembukuan menurut

pasal 28 dan pasa 29 Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpgjakan (KUP) adal ah:

1) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai
harta, kewagjiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan
dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang
terutang.

2) Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf latin,
angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa
Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri
Keuangan.

3) Bukubuku, catatancatatan, dokumendokumen yang menjadi
dasar pembukuan wajib dismpan selama sepuluh (10) tahun di
Indonesia, yaitu di tempat kegiatan wajib pajak badan.

Tujuan  disedlenggarakannya  pembukuan  adalah  untuk
mempermudah  pengisisan surat  pemberitahuan, melakukan
penghitungan penghasilan kena pajak, menghitung pajak pertambahan
nilai (PPN) dan pgak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta
mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha. Apabila wajib
pajak badan tidak memenuhi kewajiban pembukuan, maka wajib pagjak
badan akan dikenakan sanksi berupa bunga dan kenaikan pajak.
Apabila wgjib pgak dengan sengga tidak memperlihatkan dan

menyelenggarakan pembukuan dengan benar makawgjib pajak akan
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dipidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda setinggi-

tingginya empat kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.

3. Keuntungan Menjadi Wajib Pajak Patuh

Bagi wajib pagak yang dapat memenuhi kriteria sebagal wajib
pajak patuh, akan diberikan pembayaran restitusi dimuka dan penghargaan
dari Direktorat Jendral Pajak. Wajib Pgjak dapat memperoleh hak atas
restitusi dalam jangka waktu tujuh hari untuk restitusi pajak pertambahan
nila (PPN) dan dua bulan untuk pagjak penghasilan (PPh) tanpa melalui

pemeriksaan oleh petugas paj ak.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Gardina (2006), dalam penelitiannya pada Wajib Pajak Badan yang berada
di Palembang, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan
wajib pgjak. Beberapa kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini
adalah: Wajib pajak badan yang tergolong perusahaan yang berupa CV, PT,
ataupun PD; Berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pagjak Ilir Timur
Palembang; Perusahaan tersebut termasuk wajib pgjak badan efektif yaitu
wajib pgak yang masih aktif dalam melakukan kegiatannya. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 65 sampel yang didapat dari
perusahaan yang ada di Palembang. Adapun indikator yang dipakai sebagai
ukuran dalam penelitian ini adalah: pengetahuan tentang pajak, perseps
terhadap petugas pajak, dan perseps terhadap kriteria wajib pajak patuh. Dari

hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh
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pengetahuan mereka mengenai pajak dan persepsi mereka terhadap kriteria
patuh.

Hasil penelitian terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak patuh dan tidak
patuh. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengarunhi
kewgjiban perpajakan. Hasil penelitian terhadap variabel persepsi terhadap
petugas paak, diketahui bahwa ada persamaan persepsi antara wajib pajak
patuh dan tidak patuh terhadap petugas pajak. Hasil dari penelitian terhadap
variabel perseps terhadap kriteria wajib pajak patuh menunjukkan bahwa ada
perbedaan persepsi antara wajib pgjak patuh dan tidak patuh terhadap kriteria
ini.

Kartina dengan mengutip Romulus Manurung, Purwoko (2004) menguji
tentang perlunya optimalisass pemeriksaan pgak dengan jalan mengukur
besarnya kontribusi hasil pemeriksaan pajak terhadap target penerimaan pajak.
Beberapa indikator yang dipakai sebagal ukuran dalam penelitian ini adalah:
tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan, Rasio jumlah WP
yang diperiksa terhadap jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan, proporsi
jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan tidak berer dari jumlah SPT yang
diperiksa, kontribusi tambahan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan SPT
yang tidak benar terhadap redlisasi penerimaan pgak. Populasi dalam
penelitian ini adalah KPP yang terdapat di Jakarta. Analisis terhadap data yang
berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP dalam

melaporkan SPT tahunan rata-rata masih di bawah 50% dari jumlah WP
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terdaftar. Semakin kecil persentase jumlah WP yang patuh melaporkan SPT
tahunan, berarti semakin kecil pula peluang petugas pemeriksa di unit
Pemeriksa Direktorat Jendral Pgjak (DJP) untuk melakukan pemeriksaan. Dari
jumlah SPT yang diterima KPP rata-rata hanya 7,41% dari WP badan. Data
hasil pemeriksaan menunjukkan terhadap SPT yang tidak benar rata-rata
memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan
pajak, yaitu sebesar 8,8% untuk WP badan.

Untuk menunjang pendlitian ini, penulis mengambil teori studi
kepustakaan mengenai kepatuhan perpajakan dan pemeriksaan pajak, seperti
yang diterangkan dibawah ini:

Menurut Kartika (2003) kemungkinan laporan pajak wajib pajak dalam
SPT untuk diperiksa atau tidak diperiksa memiliki peluang yang sama
besarnya bila ditinjau dari kriteria SPT yang diperiksa, oleh karena itu semua
wajib pgak mempunya keharusan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi
suatu pemeriksaan pajak. Pemahaman terhadap undang-undang paak beserta
pelaksanaan prakteknya dalam rangka menyampaikan SPT adalah hal-hal
terpenting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman
seperti ini akan sangat membantu meminimalisir adanya kemungkinan
pemeriksaan, walaupun tetap terjadi pemeriksaan. Paling tidak wajib pajak
tidak mengalami hal- hal yang keliru menghadapi pemeriksa.

Menurut Budileksmana (2001) dengan adanya pemeriksaan pajak
memungkinkan diperolehnya umpan balik guna meningkatkan pemahaman

tentang penerapan peraturan perpgakan yang benar, yang pada akhirnya akan
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meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan
sstem self assesment wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan
kewgjiban perpgakannya. Sebaga konsekuens logis dari sistem tersebut,
Dirjen Pgjak melakukan pemeriksaan dengan tujuan utama menguji kepatuhan
pemenuhan kewagjiban perpgakan dalam rangka terus meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Untuk itu pemeriksaan akan dilakukan terus dengan
meningkatkan mutu/kualitas pemeriksaan maupun pemeriksa yang ada,
disertai penyempurnaan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan tanpa dukungan

dari wajib pajak akan lebih bersifat pemborosan sumber daya.

. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban masadlah yang bersifat sementara yang
kebenarannya mash memerlukan pembuktian atau kesmpulan sementara
yang mash harus diuji kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini
menunjukkan kepatuhan wajib pgjak dalam negeri orang pribadi yang sudah
diperiksadan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menghitung sendiri pgak yang terutang. Dalam sistem ini diperlukan
kejujuran yang tinggi dari wajib pajak sehingga fiskus hanya berwenang untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT)

yang disampaikan oleh wajib pajak.
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Tindakan pemeriksaan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas
pajak (fiskus) untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dalam
menetapkan jumlah pagjak yang harus dibayar serta untuk mencari tahu
kepatuhan pemenuhan kewagjiban perpgjakan. Pemeriksaan paak
memfokuskan secara mendalam terhadap bidang-bidang yang diragukan
kebenarannya.

Menurut Budileksmana (2001) dengan adanya pemeriksaan pajak
memungkinkan diperolehnya umpan balik guna meningkatkan pemahaman
tentang penerapan peraturan perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan
meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpgjakan. Berdasarkan
penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian
ini adalah bahwa ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri aang
pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pgak dalam negeri orang pribadi

yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



BAB I11
METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris empirical research)
yang merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan
observas atau pengalaman (Indriantoro dan Supomo, 2002: 29). Dalam
penelitian ini fakta empiris diperoleh dengan cara survel yaitu dengan cara
menyebarkan kuesioner, karena itu data yang digunakan berupa data primer.
Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang sudah diperiksa dan yang belum diperiksa. Hasil dari penelitian
studi empiris dapat dibuat generalisasi, menghasilkan penelitian yang bersifat

umum.

B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian ini adalah orang pribadi yang merupakan pengusaha
handicraft dalam kelas usaha kecil menengah.

2. Objek pendlitian adalah Pgjak Penghasilan Orang Pribadi.

C. Lokas dan Waktu Penelitian
1. Lokas penelitian bertempat di Kota Denpasar, khususnya di 4 (empat)
kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Utara,
Kecamatan Denpasar Barat, dan Kecamatan Denpasar Selatan.
2. Pendlitian dilakukan selama 2 (dua) bulan, yaitu mulai bulan April sampai

dengan bulan Mel tahun 2008.
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D. Populas dan Sampel

1. Populas yaitu sekelompok orang, keadian atau segala sesuatu yang
mempunyai karakteristik tertentu. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari
objek yang diteliti. Populas dalam penelitian ini alalah Wajib Pajak —
Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, yaitu pengusaha handicraft yang
berdomisili usahadi Kota Denpasar, Bali.

2. Sampe adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh
populas tersebut. Jumlah sampel yang diambil dalam pendlitian ini,
mengacu pada Arikunto (2002:112) menyatakan apabila subjeknya kurang
dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan
penelitian populasi. Selanjutnya bila populasi besar, dapat diambil antara
10-15% atau 20-25%, tergantung setidak-tidaknya dari:

a. Kemampuan pendliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya.
b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini
menyangkut banyak sedikitnya data.

Data yang menjelaskan berapa jumlah usaha handicraft di Kota
Denpasar tidak ada dalam penelitian ini, maka peneliti mengasumsikan
jumlah pengusaha handicraft yang berdomisili usaha di Kota Denpasar
lebih dari 500 orang. Berdasarkan hal tersebut jumlah sampel ditentukan
sebanyak 150 orang, berarti sampel yang dapat diambil antara 20-25% dari

jumlah pengusaha handicraft yang berdomisili usaha di Kota Denpasar.
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E. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive
random sampling, yaitu mengambil subjek didasarkan atas adanya random
atau daerah dan tujuan tertentu. Metode ini digunakan untuk menghindari
kesalahan pengambilan sampel penelitian Selain itu, daam menentukan
pengambilan sampel, peneliti harus mempertimbangkan hubungan antara
biaya, tenaga dan waktu disatu pihak, serta besarnya presisi di pihak lain.

Adapun kriteria sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Wagjib Pgjak yang bergerak di bidang usaha handicraft.

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas Wajib

Pajak.

c. Meakukan kewagjiban perpgakannya, yaitu melaporkan dan

membayar Pgjak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

d. Berdomisili usaha di Kota Denpasar, Bali.

Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini sebanyak 150 kuesioner.
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung beberapa
tempat usaha handicraft dan bertemu langsung dengan pemilik usaha lalu
menunggu sampal kuesioner selesai diis, cara ini memiliki satu kelebihan
yaitu pemilik usaha dapat bertanya apabila ada ketidakjelasan Apabila
pemilik usaha sedang tidak berada di tempat, maka kuesioner dititipkan untuk
selanjutnya diisi oleh pemilik usaha atau jika tidak memungkinkan bertemu
pemilik usaha peneliti melanjutkan penyebaran kuesioner di tempat lain, cara

ini dilakukan agar waktu lebih efektif. Kuesioner yang dititipkan diambil



kembali setelah beberapa hari dititipkan dan pengambilan tidak pada hari yang

sama untuk tiap tempat usaha.

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Kuesioner

Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan metode survey yaitu
melalui kuesioner. Menurut Arikunto (2002: 128), kuesioner adalah
sgjumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi
dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-ha yang ia
ketahui. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
didapat dari responden dengan cara mendistribusikan kuesioner secara
langsung. Kuesioner yang disebarkan berisi pertanyaan pertanyaan yang
bersifat tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden
tinggal memilih. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian satu
yang berisikan pertanyaan pertanyaan yang bersifat umum dan diberikan
filter untuk mendapatkan kriteria sampel yang memiliki NPWP serta data
tentang responden yang sudah diperiksa atau belum diperiksa. Sedangkan
bagian kedua beris pertanyaanpertanyaan yang berhubungan dengan

variabel- variabel penelitian untuk mendapatkan data penelitian.

G. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2001: 2).
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Variabel yang diukur dalam penélitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Negeri Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Untuk memperoleh data tersebut digunakan sgjumlah pertanyaan yang dapat
mengungkapkan kepatuhan Wajib Pgjak Dalam Negeri Orang pribadi dalam
memenuhi  kewajiban perpgakannya. Pertanyaan yang diberikan kepada
responden meliputi dua bagian, yaitu: bagian pertama berupa pertanyaan
mengenai data diri atau karakteristik responden dan bagian kedua pernyataan
mengenai kepatuhan Wajib Pgjak.

Pernyataan yang diberikan kepada responden meliputi:

1. Ketepatan waktu penyampaian SPT tahunan terdiri dari 4 butir pertanyaan

2. Ketepatan waktu penyampaian SPT Masa (bulanan) terdiri dari 3 butir
pertanyaan

3. Tunggakan pajak terdiri dari 1 butir pertanyaan

4. Berkaitan dengan Tagihan Pajak terdiri atas 4 butir pertanyaan

5. Tindak pidanadi bidang perpajakan terdiri dari 2 butir pertanyaan

6. Laporan Keuangan yang diaudit 1 butir pertanyaan

7. Menyelenggarakan Pembukuan yang sesuai perpgakan terdiri dari 4
pertanyaan

8. Pembetulan SPT terdiri dari 1 butir pertanyaan

. Uji Reliabilitas dan Validitas
Kualitas data dalam suatu pengujian hipotesis akan mempengaruhi hasil

ketepatan dari uji hipotesis. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan
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instrumen penelitian dapat dievaluas dengan uji reliabilitas dan uji

validitasnya.

1. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan
dan kesahihan suatu kuesioner sebagal suatu instrumen. Instrumen yang
valid berarti aa ukur yang digunakan untuk mendapatkan data
(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2001: 109).
Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi
product moment.

o nax-@xIay)
Nax -BxNav &Y

K eterangan:

'y = Koefisien korelasi antara masing-masing item (butir

pertanyaan)
X = nila skor dari masing-masing item (butir pertanyaan)
Y = nila skor total dari butir pertanyaan

N = jumlah sampel (responden)
XY = perkalian antara masing- masing item dengan nilai skor
total
Untuk menentukan bahwa instrumen valid atau tidak valid, digunakan
ketentuan sebagai berikut:
a Jka hitung < have dengan taraf signifikans 5% (a = 5%), instrumen

dikatakan valid.



57

b. Jikarthiwng > nhape dengan taraf signifikansi 5% (a = 5%), instrumen
dikatakan tidak valid.

Daam pengujian validitas ini digunakan taraf signifikans 5% atau taraf
kepercayaan 95%. Uji signifikansi 5% artinya kemungkinan kesalahan
dalam pengambilan kesimpulan sebesar 5% atau benar dalam pengambilan
kesimpulan sekurang-kurangnya 95%.

. Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagal alat pengumpul data
karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). Uji
reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejaun mana suatu hasil
pengukuran relatif konstan bila pengukuran diulang 2 kali atau Iebih.
Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Spearman-Brown. Uji ini
disebut sebagal belah dua karena dalam kerjanya N dibelah menjadi dua
bagian, kedalam butir-butir bernomor ganjil dan genap yang keduanya
diasumsikan setara. Kesetaraan N merupakan prasyarat uji reliabilitas

dengan rumus:

Fo 2(r.xy)
1+r.xy
Keterangan:
Ixx = angkareliabilitas keseluruhan indeks

Irxy angkakorelas belahan pertama dan kedua

Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak reliabel,

digunakan ketentuan sebagai berikut:



58

a Jika hitung < hape dengan taraf signifikans 5% (a = 5%), instrumen
dikatakan tidak reliabel.
b. Jkarmiwung > fae dengan taraf signifikans 5% (a = 5%), instrumen

dikatakan reliabel.

|. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan pengolahan data kuesioner yang telah disebarkan
penulis yang kemudian diisi oleh responden. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis sehingga menghasilkan interpretass yang mudah dipahami untuk
mencapai tujuan penelitian.

Langkahlangkah analisis data dalam penelitian ini, sebagai beriku:

1. Meakukan pengujian validitas dengan menggunakan piranti lunak SPSS.

2. Setelah dapat ditentukan bahwa kuesioner yang disusun dalam penelitian
ini valid, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas.
Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan piranti lunak
SPSS.

3. Untuk menjawab permasalahan diatas gakah ada perbedaan kepatuhan
wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib
Pgak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa, yaitu dengan
menggunakan analisis independent sample t test. Anaisis ini menguji
kemampuan generalisas rata-rata data dua sampel yang tidak berkorelasi.
Dalam penelitian ini digunakan 2 sampel independen yang akan diteliti
dan diuji perbedaannya secara signifikan. Langkah-langkah pengujian

analisis independent t test adalah:
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a. Menentukan formulasi hipotesa nihil dan hipotesa alternatifnya

Ho = Tidak ada perbedaan kepatuhan wejib pajak dalam negeri orang
pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pgak dalam negeri
orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Ha = Ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang
pribadi yang sudah diperiksa dengan wgjib pajak dalam negeri
orang pribadi belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Ho:Hi=H2

Ha: M2 2

b. Menentukan tingkat signifikansi a= 0.05, confidence 95%. Digunakan
aternatif pengujian duasisi.

c. Menentukan peraturanperaturan pengujiannyalrule of the test
Ho diterima: -tiapel = thitung = travel

Haditolak : thitung = -trabel @aU = thiutng > trabel
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Daerah tolak Daerah tolak
/ Daerah terima
-t@2n1+n2-2) Ho t@2,n1+n22)

. Penarikan kesimpulan

Bila -t tabel =t hitung = t tabel maka dapat disimpulkan H, diterima
atau dapat dissimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan wajib
pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wejib
paak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bilat hitung = -t tabel atau =t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan
Ho ditolak atau dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kepatuhan
wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan
wajib pgak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.



BAB IV
GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

A. Proses Pembentukan K ota Denpasar

Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung, akhirnya pula
tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Badung dan
bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi
Propinss Daerah Tingkat | Bali. Dengan Denpasar dijadikan pusat
pemerintahan bagi Tingkat || Badung maupun Tingkat | Bali mengalami
pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun
sosia budaya. Keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian
maju serta pula kehidupan masyarakatnya telah banyak menunjukkan ciri-ciri
dan dfat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat
perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata yang
terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur
dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan Kota Administratif Denpasar ini
dari berbagai sektor sangat pesat, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh
Pemerintah yang berstatus Kota Administratif. Oleh karena itu sudah
waktunya dibentuk pemerintahan kota yang mempunyai wewenang otonomi
untuk mengatur dan mengurus daerah perkotaan sehingga permasalahan kota
dapat ditangani lebih cepat dan tepat serta pelayanan pada masyarakat
perkotaan semakin cepat.

Seperti halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar

merupakan Ibukota Propinss mengalami pertumbuhan dan perkembangan
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penduduk serta lgjunya pembangunan di segala bidang terus meningkat,
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Demikian
pula dengan Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Badung dan sekaligus juga merupakan Ibukota Propins Daerah
Tingkat | Bali mengalami pertumbuhan demikian pesatnya. Pertumbuhan
penduduknya rata-rata 4,05% per tahun dan dibarengi pula lgunya
pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, sehingga memberikan
pengaruh yang sangat besar terhadap Kota Denpasar, yang akhirnya
menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus diselesaikan dan
diatas oleh Pemerintah Kota Administratif, baik dalam memenuhi kebutuhan
maupun tuntutan masyarakat perkotaan yang demikian terus meningkat.
Berdasarkan kondisi obyektif dan berbagal pertimbangan antara Tingkat | dan
Tingkat 11 Badung telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status Kota
Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Dan akhirnya pada tanggal
15 Januari 1992, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada
tangga 27 Pebruari 1992 sehingga merupakan babak baru bagi
penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Tingkat | Bali, Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Badung dan juga bagi Kota Denpasar. Bagi Propins Daerah
Tingkat | Bali adaah merupakan pengembangan yang dulunya 8 Daerah
Tingkat Il sekarang menjadi 9 Daerah Tingkat I1. Sedangkan bagi Kabupaten
Badung kehilangan sebagian wilayah serta potensi yang terkandung

diddamnya. Bagi Kota Denpasar yang merupakan babak baru dalam
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang walaupun merupakan

Daerah Tingkat 11 yang terbungsu di wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Bali.

. Kondis Geogr afis

Kota Denpasar terletak di tengahtengah dari Pulau Bali, selain merupakan
Ibukota Daerah Tingkat 11, juga merupakan Ibukota Propinsi Bali sekaligus
sebagal pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat
strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari
kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagal kegiatan sekaligus
sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar terletak
diantara 08° 35" 31'-08° 44" 49' lintang selatan dan 115° 10" 23-115° 16" 27"
Bujur timur, yang berbatasan dengan: di sebelah Utara Kabupaten Badung, di
sebelah Timur Kabupaten Gianyar, di sebelah Selatan Selat Badung dan di
sebelah Barat Kabupaten Badung. Ditinjau dari Topografi keadaan medan
Kota Denpasar secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar
antara 0-75m diatas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan
lahan sebagian besar berkisar antara 0-5% namun dibagian tepi kemiringannya

bisa mencapai 15%.

. Kondis Pemerintahan

Secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan yang melipuiti
kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan.
Wilayah Kecamatan dibagi menjadi beberapa Desa/K elurahan, masing- masing

terdiri beberapa Dusun/Lingkungan. Disamping Desa Dinas juga terdapat



Desa Adat yang masing-masing terdiri dari beberapa Banjar Adat.
Antara Desa dinas dengan Desa adat tidak terjadi tumpang tindih, justru

sebaliknya terdapat keserasian dan kerjasama yang saling mendukung.

Tabel 3

Jumlah Kelurahan/Dinas dan Banjar di Kota Denpasar
Kecamatan | lbukota | Kel. Desa Banjar

Dinas | Adat | Dinas | Adat
Denpasar Pemecutan 3 8 2 103 55
Barat Kaa
Denpasar Peguyangan| 3 8 10 98 101
Utara
Denpasar Kesiman 4 7 12 85 98
Timur
Denpasar Sesetan 6 4 11 | 103 | 87
Selatan
Kota 16 | 27 35 | 389 | M1
Denpasar

Dari 16 Kelurahan dan 27 Desa yang ada semuanya sudah termasuk

kategori Desa/lK elurahan Swasembada.

D. Kondis Sosial Budaya
1. Penduduk

Menurut Registras jumlah Penduduk sampai akhir Tahun 2006:
488.017 orang, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 8,09 %,
sedangkan sensus penduduk 2000 menunjukan pertumbuhan dengan rata-
rata sebesar : 3,01 %, hal ini disebabkan karena program keluarga
berencana yang ada di Kota Denpasar dapat dilaksnakan dengan
baik.Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor
migras yang sangat dominan, dengan aasan pokok untuk mencari

pekerjaan. Secara regiona penyebab banyaknya penduduk yang masuk ke
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daerah Kota Denpasar karena Denpasar merupakan kota Propinsi, dimana
hampir semua kegiatan ekonominya maupun pendidikan terfokus di
daerah ini. Selama tahun 2006 bertambahnya penduduk sebesar : 36.565
orang dari 451.452 orang pada tahun 2005 menjadi 488.017 orang pada
tahun 2006. Pertumbuhan penduduk tersebut hanya sebagian kecil sga
disebabkan oleh pertumbuhan alami tetapi lebih banyak karena mutasi

penduduk baik dari Kabupaten di Bali maupun dari luar Bali.

. Pendidikan

Untuk Bidang pendidikan telah erjadi beberapa perkembangan yang
cukup menarik untuk dicermati karena beberapa penurunan banyaknya
sekolah dasar dan beberapa perkembangan lainnya . Sampai akhir tahun
ini telah terdapat 183 buah sekolah TK dengan 675 guru dan 11.485
murid, terdapat 210 Sekolah Dasar, 2.765 guru dan 70.785 murid, 48
SLTP swasta atau negeri, 2.104 Guru, 25.384 murid, 50 buah SMTA
Negeri atau swasta dengan 2.466 Guru dan menampung 27.475 murid.
Untuk tingkat Pendidikan Tinggi yang meliputi Universitas, Sekolah
Tinggi, Institut serta Akademi terdapat sebanyak 26 buah baik berstatus
negeri maupun swasta dengan jumlah Dosen 3754 orang dan Mahasiswa
sebanyak 15.790 orang.

. Kebudayaan

K ebudayaan Daerah merupakan merupakan modal dasar pembangunan

yang melandasi pembangunan yang dlaksanakan, warisan budaya yang

bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata
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budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu. Di Kota Denpasar terdapat 2
buah Museum yaitu Museum Bali dan Lee Mayeur. Salah satu Aspek yang
ditangani secara berkelanjutan adalah pembinaan terhadap berbagai
kelompok Kesenian. Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi
Kesenian yang ada, disamping juga melestarikan berbagal jenis dan bentuk
kesenian daerah yang bernilai tinggi dan luhur juga diranggsang bentuk-
bentuk tari kreasi baru melalui gang perlombaan seperti Resta Kesenian
dan Dharma Gita Kepada para Seniman yang berprestasi diberikan
Anugrah Seni sebagai penghargaan atas karyanya dan pengabdiannya,
tercatat 440 Organisas Kesenian dalam berbagai jenis seperti kesenian
gong, angklung, gambang, arja, drama, wayang, barong, sastra daerah,

leko yang tersebar di pelosok Desa.

E. Kondis Ekonomi
1. Sektor Pertanian

Kota Denpasar dengan luas lahan 12.778 Ha sampai tahun 2006,
dengan luas lahan sawah 2.717 Ha masih berpeluang / potensi untuk
mengembangkan pertanian pangan dan masih memada serta masih cukup
besar sumbangannya terhadap PDRB yaitu sekitar 8,69 %. Selama kurang
lebih lima tahun terakhir ini luas lahan sawah berkurang 2.882 Ha pada
tahun 2002 menjadi 2.717 ha tahun 2006. Berarti menyusut rata-rata tiap
tahun sekitar 5,72 %. Sampai tahun 2006 produksi sayuran mash
berfluktuas tinggi karena usaha ini dijalankan tidak seintensif tanaman

padi dan masih dianggap sebagai kegiatan sampingan. Karena lahanyang
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sangat terbatas, maka hanya sekitar 15 jenis komoditi buah-buahan
diproduks di Kota Denpasar yang cukup potensial adalah mangga,
pepaya, jambu biji, sawo dan pisang. Sub Sektor perkebunan diarahkan
pada program diversifikas dan intensifikasi kebun-kebun rakyat seperti
kebun kelapa rakyat dengan mengganti tanaman yang tua dan
penanggul angan/pemberantasan hama kelapa dan pemanfaatan lahan-lahan
yang kosong untuk ditanami kelapa unggul. Luas lahan perkebunan
termasuk tanaman kayu-kayuan 361 Ha, sedangkan luas kawasan hutan di
Kota Denpasar 734,50 Ha serta keseluruhannya merupakan hutan negara
dan hutan rakyat. Sub sektor Peternakan sebagian masih merupakan
Peternakan Rakyat yang umumnya menghasilkan ternak hanya untuk
dikonsumsi. Namun belakangan ini sudah mula berkembang ke usaha
bisnis dengan memelihara ternak unggas dan ayam untuk memenunhi
kebutuhan akan protein hewani, juga tidak kalah pentingnya peternak babi
sadle back sebagal komoditi ekspor dan keunggulan sapi Bali terus
dikembangkan dengan kawin suntik atau inseminasi buatan. Populasi
ternak meliputi sapi 8.599 ekor, kambing 336 ekor, Babi 35.872 ekor dan
ayam 115.480 ekor dan itik 14.731 ekor, sedangkan ternak lainnya sangat

jarang dan dalam jumlah relatif kecil

. Industri

Pembangunan di Sektor Industri khususnya Industri Kecil juga
merupakan Sektor yang diprioritaskan pengembangannya, ha ini karena

didukung oleh etos kerja masyarakat Bai pada umumnya rgin, ulet,
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terampil dan berjiwa seni. Penyuluhan dan bimbingan telah dilaksanakan
daam meningkatkan kwantitas dan kwalitas hasil-hasil industri kecil dan
kergjinan rakyat yang berdaya guna di sektor Pariwisata. Dari segi
permodalan, Industri dibagi menjadi dua kelompok yaitu industri kecil dan
Aneka Industri, sedang dilihat dari jenisnya dibedakan menurut Industri
Pangan Sandang/Tekstil/Kulit, Industri Kimia/Bahan Bangunan/Umum,
Industri Kergjinan dan Industri Listrik/Logam ( deperindag). Sedangkan
konsep dari Badan Pusat Statistik pengelompokkan berdasarkan tenaga
kerja. Industri Sedang jumlah tenaga kerjanya mulai 20 sampai dengan 99
orang dan Industri Besar tenaga kerja diatas 100 orang. Jumlah Investasi
yang dihasilkan selama tahun 2005 di Kota Denpasar berjumlah :
68.646.5434 (dalam ribuan rupiah) dengan rincian industri Kecil

52.304.979 dan Aneka Industri : 16.341.564

. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan diarahkan guna mewujudkan Bali
sebaga obyek Pariwisata Budaya. Sumber utama dan titik berat
kepariwisataan bertumpu pada kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu
serta keindahan alam. Kepariwisataan tidak terbatas pada usaha kergjinan
tangan, pertanian dan budaya serta kesenian tetapi justru merupakan usaha
komplementer yang sangat komplek dan menyeluruh, baik dalam bentuk
pelayanan seperti Akomodasi dan transportas serta pelayanan jasa-jasa
lainnya. Langkahlangkah guna menunjang usaha kepariwisataan antara

lain melalui pengembangan obyek wisata serta kegiatan produks barang
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kergjinan untuk cinderamata, disamping tetap menjaga stabilitas keamanan

dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Perda Propins Tingkat | Bali No.14 tahun 1989 sebagian
urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisataan telah diserahkan kepada
Daerah Tingkat |1 yang meliputi:

a. Urusan Obyek Wisata , sepanjang yang tidak menjadi urusan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat | Bali.

b. Urusan Usaha Rekreas dan hiburan Umum kecuali disco dan rekreasi
ar.

c. Urusan perkemahan dan Mandala Wisata.

d. Urusan Promos di dalam Wilayah.

Sesua dengan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Bali tanggal 13
Januari 1988 No. 15 tahun 1988 tentang kawasan Pariwisata ditetapkan
antara lain Kawasan Sanur. Potenss yang mampu menunjang
berkembangnya kepariwisataan adal ah:

a. Tatacara kehidupan masyarakat (way of life), kesucian, Upacara
Agama, adat istiadat yang kesemuanya berlandaskan gjaran Agama
Hindu.

b. Keindahan Alam, bangunan Bersejarah dan Arsitektur Bali.

c. Saranadan fasilitas yang memadai sampal bertaraf Internasional.

. Gambaran Usaha Handicraft

Pulau Bali, Pulau Dewata dengan keragaman budaya dan seni yang

memikat. Sebagai pusat pariwisata di Indonesia, Pulau Bali menjadi
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sebuah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dari seluruh dunia untuk
mengunjunginya. Salah satu daya tarik dari Pulau Bali adalah dengan
banyaknya keragaman seni seperti |ukisan, kergjinan kayu, patung, topeng,
kergiinan perak, emas serta cinderamata yang sangat menarik. Sektor
bidang kergiinan mendapat perhatian dari pemerintah karena merupakan
sektor yang menyerap banyak terega kerja; produk bernilai seni dan
mempunyai fungs kegunaan dalam memenuhi  kebutuhan hidup
masyarakat; sebagian besar diusahakan oleh pengusaha kecil menengah
(UKM); mempunyai potensi produks yang besar serta beraneka ragam
produk sesuai dengan budaya; sumber bahan baku cukup tersedia, tidak
bergantung kepada impor; telah diterima oleh pasar dunia; tahan terhadap
krisis. Dilihat dari perkembangan ekspor kergjinan Bali, produk keragjinan
Bali telah masuk pasar dunia dan memberi sumbangan penerimaan devisa
untuk mendorong pembangunan ekonomi Bali pada khususnya.

Kota Denpasar merupakan lbukota Propins Bai yang mengalami
pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di segala bidang, salah
satunya adalah pada bidang industri kergjinan. Industri kergjinan di
Denpasar cukup mendapat perhatian dari Disperindag Kota Denpasar. Hal
ini dapat dilihat dari pembinaan kepada sentra dan kelompok perajin yang
ada di Denpasar. Pembinaan kepada sentra’lkelompok industri kecil ini
bertujuan agar para pergjin bisa lebih meningkatkan produks dan usaha,
mengembangkan usaha mereka kearah yang lebih baik, dan produk

mereka mampu bersaing di pasaran.
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Tabel 4
Sentra Industri Kecil Di Kota Denpasar Yang Sudah Dibina Sampai
Tahun 2007
No Nama Unit Tenaga Nilai Nilai Tahun KET
Sentra/K elompok Usaha Kerja | Investasi | Produksi Mulai
(orang) | (Rp.000) [ (Rp.000) dibina

I Denpasar Selatan

1 ANAK REJEKI 5 10 10.000 48.000 2000 | Patung
Kayu

2. PUNARBAWA 5 10 15.000 72.000 2000 | Patung
Kayu

3 KING SAGUNAJAYA 6 18 600 75.000 2003 | Kergjinan
Kerang

4, KL. HASTA KARYA 31 62 15.500 125.000 2005 | Kipas

UTAMA Kayu

I Denpasar Barat

1 Setia Budi 8 16 40.000 216.000 1999 | Patung
Kayu

11 Denpasar Utara

1 KRIYA AMERTA 5 25 9.000 15.000 2000 | Grabah

2 KARYA WERDI 10 15 7.500 45.000 2003 [ Ukiran
Kayu

3. MENDRA KARYA 6 35 30.000 75.000 2005 | Patung
Kayu

IV | Denpasar Timur

1 SENTRA POH MANIS 7 66 426.200 305.000 2005 | Pergin
Perak

2. SAMI ASIH 10 40 50.000 240.000 1999 | Patung
Kayu

3. TARUNA MEKAR 6 25 30.000 144.000 1999 | Patung
Kayu

Sumber: Dinas Prindag Kota Denpasar

Berdasarkan tabel 4.2, sentra industri kecil Kota Denpasar yang sudah
dibina sampai dengan tahun 2007 dikelompokkan menjadi empat daerah
yang ada di Kota Denpasar, yaitu Denpasar Selatan, Denpasar Bardt,
Denpasar Utara, dan Denpasar Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa
sentra industri kecil di Kecamatan Denpasar Selatan paling banyak
mendapat binaan yaitu sebanyak empat sentralkelompok dengan jumlah
unit usaha 47. Sedangkan sentra industri kecil di Kecamatan Denpasar

Barat hanya satu sentra dengan jumlah unit usaha 8.
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Berdasarkan data yang diperoleh mengenai usaha handicraft yang
sedang digeluti oleh responden yang diperoleh dari hasil penyebaran

kuesioner kepada pengusaha atau pengerajin handicraft di Kota Denpasar.

Karakteristik Responden B;%bfm?km Jenis Usaha handicraft
Kelompok Jenisusaha Jumlah Per sentase
Kergjinan dari Kayu (Patung, ukiran, dil) 55 43,00%
Kerginan dari Emas atau Perak 13 10,20%
Kergjinan dari Bambu atau Rotan 17 13,30%
Lain-lain 43 33,60%
Jumlah 128 100%

Sumber: Data diolah 2008

Berdasarkan tabel 4.3, jenis usaha handicraft yang digeluti responden
dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kergjinan dari kayu,
kergjinan dari emas dan perak, kergjinan dari rotan atau bambu, dan lain
lain. Data di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini mayoritas
menggeluti usaha kergjinan dari kayu yaitu sebanyak 55 orang (43,00%).
Sedangkan responden yang menggeluti usaha kergjinan dari emas atau perak

yaitu 13 orang (10,20%) menempati urutan terakhir.



BABV
ANALISISDATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskrips Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner
kepada pengusaha handicraft yang berada di Kota Denpasar, Bali. Kuesioner
yang disebarkan sgjumlah 150 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan
dengan cara mendatangi langsung beberapa tempat usaha handicraft dan
bertemu langsung dengan pemilik usaha lalu menunggu sampai kuesioner
selesai diisi. Apabila pemilik usaha sedang tidak berada di tempat, maka
kuesioner dititipkan untuk selanjutnya diisi oleh pemilik usaha. Kuesioner
diambil kembali setelah beberapa hari dititipkan.

Dari 150 kuesioner yang disebar, ada 128 kuesioner yang kembali atau
dengan kata lain tingkat pengembalian kuesioner sebesar 85,33%, namun
hanya 108 yang datanya bisa diolah (72%). Hal-hal yang menjadi penyebab
beberapa kuesioner tidak kembali antara lain: kuesioner yang dititipkan belum
diisikan, bahkan banyak yang hilang. Sedangkan hal yang menjadi penyebab
beberapa kuesioner tidak bisa diolah karena banyak responden tidak masuk
dalam kriteria sampel yaitu tidak memiliki NPWP.

Kuesioner metode ini dilakukan dengan memberikan filter pada kuesioner
bagian pertama. Filter berupa pertanyaan mengena ada tidaknya responden
yang mempunyai NPWP. Kuesioner yang akan diolah adalah kuesioner yang
diis oleh responden yang memiliki NPWP serta diambil pernyataan yang

menjelaskan bahwa responden sudah pernah diperiksa ataupun belum pernah

73
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diperiksa oleh petugas pajak(fiskus). Pada bagian kedua terdiri dari 20 butir

pernyataan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib paak. Setiap

pernyataan responden harus memilih salah satu dari jawaban yaitu "YA” atau

"TIDAK".

1. Sudah Pernah Diperiksa

Deskripsi responden yang sudah pernah diperiksa terangkum pada

tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 6
Wajib Pajak Yang Sudah Diperiksa
keterangan Minimum Maximum Rata-rata
Usa 32 tahun 60 tahun 46 tahun
Pendidikan SMP Jenjang S1 SMA
Pendapatan Rp3.000.000 - | > Rp15.000.000 | > Rp15.000.000
Rp8.000.000
Umur Usasha 3 tahun 25 tahun 12 tahun
Jumlah Karyawan 2 orang 25 orang 14 orang

Sumber:data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.1, dapat dilihat untuk responden yang sudah

pernah diperiksa usia rata-rata responden 46 tahun dengan kisaran usia 32

tahun sampa dengan 60 tahun. Tingkat pendidikan terakhir rata-rata

responden berpendidikan SMA dengan tingkat pendidikan mulai dari SMP

sampai dengan jenjang S1. Pendapatan rata-rata responden perbulan lebih

dari Rp15.000.000 dengan kisaran pendapatan minima Rp3.000.000 —

Rp8.000.000 sampai dengan lebih dari Rp15.000.000. Rata-rata umur

usaha responden 12 tahun dengan kisaran umur usaha 3 tahun sampai

dengan 25 tahun. Rata-rata jumlah karyawan responden 14 orang dengan

jumlah minimal 2 orang sampai dengan maksimal 25 orang.
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Deskripsi responden yang sudah pernah diperiksa terangkum pada

tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 7
Wajib Pajak Yang Belum Diperiksa

keterangan Minimum Maximum Rata-rata
Usa 25 tahun 55 tahun 38 tahun
Pendidikan SMP Jenjang S2 SMA
Pendapatan < Rp3.000.000 > Rp15.000.000 | Rp3.000.000 —

Rp8.000.000
Umur Usaha 2 tahun 25 tahun 8 tahun
Jumlah Karyawan 0 orang 35 orang 7 orang

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat untuk responden yang belum
pernah diperiksa usia rata-rata responden 38 tahun dengan kisaran usia 25
tahun sampa dengan 55 tahun. Tingkat pendidikan terakhir rata-rata
responden berpendidikan SMA dengan tingkat pendidikan mulai dari SMP
sampal dengan jenjang S2. Pendapatan rata-rata responden perbulan lebih
dai Rp3.000.000 — Rp8.000.000 dengan kisaran pendapatan minimal
kurang dari Rp3.000.000 sampai dengan maksma lebih dari
Rp15.000.000. Rata-rata umur usaha responden 8 tahun dengan kisaran
umur usaha 2 tahun sampai dengan 25 tahun. Rata-rata jumlah karyawan

responden 7 orang, yaitu dari yang tidak memiliki karyawan (O orang)

sampai dengan maksimal sgjumlah 35 orang.
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Profil responden secara keseluruhan dapat dibaca pada tabel 5.3 di

bawah ini:
Tabel 8
Profil Responden
K eterangan Jumlah Persentase
Keterangan
0 Sudah diperiksa 17 15,74%
o0 Belumdiperiksa 91 84,26%
Usia (rata-rata) 40th
Usia (minmax) 25-60 th
Kelompok Usaha
o Kayu 46 42,60%
0 Emas/Perak 13 12,04%
0 Rotan/Bambu 14 13,00%
olLanlan 33 30,56%
Pendidikan (rata-rata) SMA
Pendidikan (min- max) SMP-jenjang S2
Pendapatan (rata-rata) Rp3.000.000- Rp8.000.000
Pendapatan (min-max) < Rp3.000.000 —
> Rp15.000.000
Umur usaha (rata-rata) 8th
Umur usaha (min-max) 2—-25th
Jumlah karyawan (rata-rata) 8 orang
Jumlah karyawan (min-max) 0 — 35 orang

Sumber: data primer yang diolah

Didasarkan pada tabel 5.3 tersebut, dapat dibaca bahwa responden

yang belum pernah diperiksa (84,26%) lebih banyak dari yang sudah

pernah diperiksa (15,74%). Rata-rata usia responden 40 tahun dengan

kisaran umur 25 tahun sampa dengan 60 tahun. Responden yang

terbanyak berasal dari kelompok usaha kergiinan dari kayu (42,60%);

diikuti dengan klasifikasi kergjinan lain-lain (30,56%); kergjinan dari rotan

atau bambu (13%) dan kergjinan dari emas atau perak (12,04%).

Sedangkan tingkat pendidikan terakhir rata-rata responden adalah SMA
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dengan tingkat pendidikan dari SMP sampai dengan jenjang S2. Rata-rata
pendapatan perbulan responden Rp3.000.000 — Rp8.000.000 dengan
pendapatan minima kurang dari Rp3.000.000 sampai dengan yang
maksimal lebih dari Rp15.000.000. Selanjutnya untuk umur usaha rata
rata responden 8 tahun dengan kisaran umur usaha 2 tahun sampal dengan
35 tahun. Jumlah karyawan yang dimiliki responden rata-rata sgjumlah 8
orang dengan kisaran dari yang tidak memiliki karyawan (O orang) sampai

dengan maksimal yang memiliki karyawan 35 orang.

. Analisis Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah
kuesioner yang dipakai tersebut valid atau reliabel. Valid artinya
instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur
sedangkan reliabel artinya memiliki keandalan yang cukup sebagal alat
ukur untuk mengukur data. Dari 108 jumlah responden penulis melakukan
analisis untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dengan piranti
lunak SPSSfor windows 13.0.
a Hasil Andisis Validitas

Tabel dibawah ini merupakan hasil pengujian validitas terhadap

tingkat kepatuhan wajib pgjak dengan menggunakan piranti lunak

PSS
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Tabel 9
Has| Pengujian Validitas Item Kuesioner

No item r hitung r tabel 5% Status
1 0.560 0.195 valid
2 0.364 0.195 Valid
3 0.249 0.195 Valid
4 0.674 0.195 Vvalid
5 0.669 0.195 Valid
6 0.255 0.195 Valid
7 0.379 0.195 Valid
8 0.654 0.195 Valid
9 0.445 0.195 valid
10 0.567 0.195 Valid
11 0.696 0.195 Valid
12 0.418 0.195 Vvalid
13 0.402 0.195 Valid
14 0.192 0.195 Tidak Valid
15 0.106 0.195 Tidak Valid
16 0.418 0.195 Valid
17 0.445 0.195 Vvalid
18 0.453 0.195 Valid
19 0.475 0.195 Valid
20 0.259 0.195 Valid

Sumber: data primer yang diolah
Pengujian validitas dilakukan pada tingkat signifikanss 95% dan
jumlah sampel sebesar 108, diperoleh rgpa = 0,195 kemudian
dinyatakan valid apabila mencapai 0,195. Dalam pengujian validitas
variabel kepatuhan wajib pajak ini, digunakan 20 item pernyataan.
Perhitungan korelasi Product Moment menunjukkan bahwa 18 item
dinyatakan valid dan 2 item tidak valid sehingga harus digugurkan.
Item tidak valid tersebut adalah item pernyataan nomor 14 dan item
pernyataan nomor 15.

b. Hasil Analisis Reliabilitas
Pengujian reliabilitas instrumen digunakan untuk memastikan bahwa

instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang
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sama akan menghasilkan data yang kurang lebih sama. Pengujian
reliabilitas terhadap 20 item pernyataan tersebut dilakukan dengan
teknik belah dua genap-ganjil dari spearman-brown, kriteria yang
digunakan dalam pengujian reliabilitas adalah bila diperoleh koefisien
korelas reliabilitas spearman-brown (rgg) lebih besar dari riae dengan
a=0.05dan N = 108 yaitu sebesar 0,866 nilai ini lebih besar dari rigpe.

Jadi instrumen dinyatakan reliabel.

B. Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi Yang
Sudah Diperiksa dan Yang Belum Diperiksa
Pengujian hipotesis yang digunakan untuk menjawab rumusan masaah
pada pendlitian ini yaitu apakah ada perbedaan kepatuhan Wajib Pgjak Dalam
Negeri Orang Pribadi yang sudah diperiksa dengan Wajib Pgjak Dalam Negeri
Orang Pribadi yang belum diperiksa, yaitu dengan menggunakan analisis
statistik independent sample t-test.
L angkah langkah pengukuran dalam pengujianindependent sample t-test :

1. Menentukan nilai rata-rata kedua sampel:

o []
_ X _ X
Xl — a 1 X2 — a 21
nl n2
X, = 4527 X, =3.602

2. Melakukan pengujian homogenitas varians digunakan uji F dengan

rumus berikut:
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_ Varian _terbesar

F=
Varian _ terkecil

F=1.435

Harga Fhitung tersebut perlu dibandingkan dengan Frane, dengan dk
pembilang = 17-1 dan dk penyebut = 91-1. Berdasarkan dk pembilang
16 dan penyebut 90, dengan taraf kesalahan ditetapkan 5%, maka
harga Fiae 1.66. Dalam hal ini berlaku ketentuan, bila harga F hitung
lebih kecil atau sama dengan F tabel (F, = F;), maka Hy diterima dan
Ha ditolak. Hy diterima varians homogens. Ternyata harga Fhitung l€bih
kecil dari Rape (1.435 < 1.66). Dengan demikian H, diterima, hal ini
berarti varians homogen.

. Menentukan rumus t-test untuk pengujian hipotesis dengan rumus

sebagai berikut:

Dimana:

X, = rata-rata sampell

X, =raarata sampel2

S, = simpangan baku sampel 1

S, = simpangan baku sampel 2

2

s, =varianssampel 1

2

S, = varianssampel 2
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o 14.35- 15.02
(17- 1)4.527" +(91- 1)3.06° el _ 16
17+91- 2 €7 9ly

=-0.674
4. Menentukan Degree Of Freedom (t tapel)
n +n,- 2
17 + 91-2 = 106
Pada tabel t diperoleh bahwat tabel = 1.659
Berikut ini akan dijelaskan analisis data untuk permasalahan yang terdapat
dalam penelitian ini yaitu: permasal ahan apakah terdapat perbedaan kepatuhan
wajib paak antara wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah
diperiksa dengan wajib pgak dalam negeri orang pribadi yang belum
diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dari proses pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan
program SPSSfor windows 13.0 diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 10
Group Statistic

Kepatuhan Wajib Pajak

Std. Std. Error
responden N M ean Deviation M ean
Kepatuhan wajib  diperiksa
pajak 17 14.35 4.527 1.098
belum diperiksa 91 15.02 3.602 378

Sumber: data primer yang diolah
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Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality
of Variances t-test for Equality of Means
Sig.(2- Mean Std. Error
F Sg. t df | tailed) Difference | Difference
Kepatu Equal variances | 1.435 | .234 | -.674 | 106 .502 -.669 .993
han assumed
wajib Equal variances -576 | 199 | 571 -.669 1.161
pajak not assumed 60
Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang

signifikan dalam ha kepatuhan wajib pgak berdasarkan wajib pgak yang

sudah diperiksa dan wajib pajak yang belum diperiksa. Hasll uji statistik

memperlihatkan bahwa titung Sebesar -0.674 > -1.659 berarti, titung > tiabel-

Maka langkahlangkah pengambilan keputusan hasil pengujian (tabel 5.5)

adalah sebagai berikut:

Langkah langkahnya sebagal berikut:

1

2.

Menentukan formulasi hipotesa nihil dan hipotesa aternatifnya

Ho = Tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang
pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri
orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Ha =Ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi
yang sudah diperiksa dengan wajib pgak dalam negeri orang
pribadi  belum diperiksa daam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Digunakan alternatif pengujian duasisi.

Dergjat keyakinan a= 0.05 dan dergjat kebebasan iy + n, — 2 = 106
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Diperoleh tigpe = t(a/2, m + i, — 2) =1(0.025,106) sebesar 1.983
3. Kriteriapengujian:

Ho diterima apabila-1.983 = thitung = 1.983

Ho ditolak apabila thitung < -1.983 atau thitung > 1.983

Hasil perhitungan nilai t diperoleh thitung = -0.674

Daerah tolak Daerah tolak

Daerah terima

-4(0.025,106)= -1.983 tritung = -0.674 1(0.025,106)= 1.983
Gambar 1. Daerah penerimaan dan daerah penolakan Hy

4. Oleh karena —tiape < thitung < trapel Yaitu -1.983 < -0.674 < 1.983, maka
Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan kepatuhan wgjib pajak
dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak
dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam nemenunhi

kewajiban perpajakannya.

C. Pembahasan
Tingkat kepatuhan wajib paak dianaliss dengan melihat aternatif
jawaban yang diberikan oleh responden yang sudah pernah diperiksa dengan
responden yang belum diperiksa yaitu "Ya' atau "Tidak”. Untuk alternatif
jawaban "Ya’ diberi bobot 1 dan untuk aternatif jawaban "Tidak” diberi

bobot 0. Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam



penelitian ini, seperti yang dikemukakan dalam Bab |1l dengan menggunakan
analisis independent sample ttest. Konsep dasar yang terdapat dalam t-test
adalah nila mean untuk masing-masing group, standar deviation, nila F,
significant, dan nila t-test dengan menggunakan equal variances assumed
atau equal variances not assumed.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas (tabel 5.5) diperoleh
nila mean untuk masing-masing group, yakni group wajib pgak yang sudah
diperiksa dan group wajib pajak yang belum diperiksa, dengan masing- masing
jumlah wajib pajak yang sudah diperiksa (n;) sgjumlah 17 dan wajib pajak
yang belum diperiksa ( n, ) sgumlah 91. Rata-rata kepatuhan wajib pajak yang
sudah diperiksa sebesar 14.35, sedang untuk wajib pajak yang belum diperiksa
sebesar 15.02. Selain nilai t-test, maka terdapat pula nilai uji F. Uji F berguna
untuk mengecek terlebih dahulu apakah dari dua varians kepatuhan wajib
pajak yang sudah diperiksa dan yang belum diperiksa sama atau berbeda. Jika
dalam pengujian F menunjukkan bahwa kedua varians sama, maka dalam
pengujian t-test harus pula menggunakan asumsi bahwa varians sama (yakni
Equal Variances Assumed). Jika pada pengujian F menunjukkan bahwa
varians tidak sama, maka dalam pengujian t harus pula menggunakan has|
data dengan asums variars tidak sama (yakni Equall Variances Not
Assumed). Dalamuji F berlaku ketentuan, bila harga F hitung lebih kecil atau
sama dengan F tabel (Fn = F), maka Hy diterima dan H, ditolak. Hy diterima
varians homogens. Ternyata harga Fritung l€bih kecil dari Rape (1.435 < 1.66).

Dengan demikian varians sama, maka berarti dalam pengujian t akan lebih
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tepat menggunakan asumsi varians sama (Equal Variances Assumed). Nilai t
pada equal variances assumed diperoleh hasil sebesar -0.674. Kemudian nilai
thitung tersebut dibandingkan dengan nilai tane. Nilai tae diperoleh dengan
melihat tabel t dan menentukan dergjat kebebasan wajib pajak yang sudah
diperiksa (n,) sebesar 17 ditambah dengan wajib pajak yang belum diperiksa
(n,) sebesar 91 kemudian dikurangi dengan dua, didapat hasil sebesar 106

(n,+n,- 2=106), hasilnya adalah + 1.983 dengan menggunakan alternatif
pengujian dua sis dergat keyakinan (a = 0.05/2) = t (0.0025,106). Hl ini
menunjukkan bahwa -tiape < thitung < trapel Yaitu -1.983 < -0.674 < +1.983, Hasll
hipotesanya adalah Hy: diterima, dan dengan demikian dapat diartikan bahwa
tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang
sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum
diperiksa.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan
wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib
pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi
kewgjiban perpgjakannya. Hal ini ditunjukkan dalam pengisian kuesioner
wajib pajak baik wajib pajak yang sudah diperiksa maupun wajib pajak yang
belum diperiksa menjawab pertanyaan dalam pors kurang lebih sama. Hasil
penelitian yang didapat disebabkan oleh beberapa hal seperti: wajib pajak
tidak jujur dadam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh serta
kurang tegasnya petugas pgak dalam menindak para wagib paak yang

melakukan pelanggaran, hukuman yang dikenakan kepada mereka yang



86

melanggar hanya tertulis sgja dan tidak langsung dilakukan tindakan, malah
kadang-kadang petugas pajak mudah untuk digak bernegosias sehingga
pemeriksaan yang dilakikan oleh petugas pajak kepada wajib paak tidak
mempengaruhi kepatuhan mereka untuk memenuhi kewgjiban perpajakannya
baik itu wajib pgak yang sudah diperiksa maupun wajib pajak yang belum
diperiksa. Disamping itu juga, seandainya wajib pajak tersebut diperiksa oleh
fiskus dan terbukti melakukan pelanggaran, dan mereka dikenakan denda atas
pelanggaran yang dilakukan, karena denda yang dikenakan tersebut dirasakan
tidak terlau besar, menjadikan wagjib paak tidak terlalu takut untuk
melakukan pelanggaran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, mereka
berpikir petugas bisa digak bernegosiasi, dan kepatuhan mereka akan sama
dengan kepatuhan mereka sebelum dilakukan pemeriksaan. Ha inilah yang
menyebabkan tidak adanya perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri
orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang

pribadi yang belum diperiksa.



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam Bab | dan
pembahasan yang telah dilakukan pada Bab V maka dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

Tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi
yang sudah diperiksa dengan wajib pgak dalam negeri orang pribadi yang
belum diperiksa dalam memenuhi kewagjiban perpgjakannya. Hal tersebut
ditunjukkan dari hasil perhitungan analisis independen sampel t-test, secara
deskriptif rata-rata kepatuhan wajib pajak yang sudah diperiksa berbeda atau
lebih kecil daripada rata-rata kepatuhan wajib pajak yang belum diperiksa,
tetapi karena perbedaan tersebut sesual hasil uji menghasilkan nilai —tiape <
thitung < trabe Yaitu -1.983 < -0.674 < 1.983. Selain itu juga alternatif jawaban
dari wajib pagak yang sudah diperiksa dengan wajib pgak yang belum
diperiksa adalah menjawab dengan jawaban yang relatif sama.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak baik
yang sudah diperiksa maupun wajib pajak yang belum diperiksa adalah sama
atau tidak terdapat perbedaan, jika dilihat secara teoritis dari tujuan suatu
pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pagak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya dan selanjutnya memungkinkan dapat
diperoleh suatu umpan balik yang positif dari pemeriksaan tersebut berupa

peningkatan kesadaran wajib pagak untuk memenuhi kewajiban
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perpajakannya. Hasil dari pendlitian ini tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan peneliti, hal ini disebabkan oleh faktor petugas pajak dan wajib

pajak itu sendiri yang suka melakukan negosiasi.

. Keterbatasan Pendlitian

Ada beberapa keterbatasan yang penulis temui dalam melaksanakan
penelitian ini, antara lain:

a. Dalam proses pengumpulan data, kuesioner yang dititipkan banyak
dihilangkan, karyawannya lupa memberikan kepada pemilik usaha, dan
belum diiskkan oleh pemiliknya. Hal ini menyita banyak waktu dan
terpaksa kuesioner tersebut direlakantidak kembali.

b. Masih kurangnya responden yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) mengakibatkan kuesioner yang telah diis oleh responden yang
tidak memiliki NPWP tidak dapat diolah

c. Kurangnya data mengena jumlah pengusaha handicraft yang berdomisili
di Kota Denpasar, sehingga peneliti sulit menentukan berapa persentase
jumlah sampel yang harus diambil. Dengan kata lain, kemungkinan jumlah
sampel yang diambil terlalu sedikit dari jumlah sampel yang seharusnya
diambil. Disamping itu yang menjadi responden hanya terbatas pada wajib
pajak yang bergerak di bidang usaha Handicraft dengan skala usaha kecil
menengah sgja.

d. Responden masih bingung dengan maksud dan tujuan bagaimana suatu
pemeriksaan pajak tersebut, karena pengertian kata diperiksa yang

dijelaskan penulis mengarah pada pemeriksaan langsung dengan fiskus
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datang ke tempat wajib pajak untuk meminta keterangan atau bukti- bukti
catatan wajib pajak. Ini menyebabkan jumlah sampel wajib pajak yang
sudah diperiksa sangat sedikit.

e. Adanya faktor ketidakjujuran responden dalam menjawab pertanyaan,
jawaban yang diberikan tidak konsisten atau lebih banyak menjawab
pilihan jawaban "YA”.

f.  Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini,
karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penelitian yang dimiliki

oleh penulis.

C. Saran

Dari hasil penditian yang telah dibahas dan disimpulkan, dengan adanya
keterbatasan di atas maka penulis mengharapkan penelitian mendatang dapat
lebih mempertimbangkan jumlah pengambilan sampel dan kriteria sampel
yang diambil. Seperti mengambil subjek pajak Badan dan dengan jumlah
sampel yang lebih banyak dapat diperoleh hasil penelitian yang €bih baik
karena sampel sangat berpengaruh besar dalam sebuah penelitian. Walaupun
demikian penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan
masukan kepada pengembangan teori dalam bidang akuntans perpajakan pada
umumnya dan kepada petugas perpajakan pada khususnya untuk dapat

memperbaiki kinerja mereka
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PEMERINTAH PROPINSI BALI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

JL. D.I. PANJAITAN NO. 6 NITI MANDALA TELP.245395 — 245397 DENPASAR

Kepada
Nomor : 070/2254/ KBPM Yth. Walikota Denpasar
Lampiran : Up.Ka Badan Kesbang Pol
Hal : ljin Rekomendasi
di-
Denpasar
1. Dasar:

Berdasarkar Surat dari Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Nomer : 31/Kaprodi Akt/263/1V/2008 Tanggal 9 April 2008 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

2. Setelah mempelajari rencana kegiatan yang diajukan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10
Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, Survey KKL/KKN Study
Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi Pemerintah/Swasta
dan Orang Aqmg, maka dapat diberikan Rekomendasi / ljin kepada :

Nama Wahyu Darmaputra

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Bidang/Judul : ” Analisis perbedaan Kepatuhan wajub Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang
Sudah di penksa dan Belum di periksa ( Studi kasus Pada Pengusaha Handicraft di
kot Denpases™
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PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR 95
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN WR. SUPRATMAN TELEPONE 465002 DENPASAR

Nomor L i ; Kepada

Lampiran : m"ﬂ/ 'ZS} /TJP Yth. T

Perihal : Tedige Perindustrion Jon
: z;.h.‘ “rnat 151?3 Perdagangan Xeta Keta -

Benpasar

Dapeses

Berdasarkan Surat Gubernur Bali C/q Kepala Badan Kesbang dan Linmas Bali
Tanggal : Nomor : /KBPM dan setelah mempe

lajari makg&dlﬁﬂuﬁaﬁ.surat tersebut, Mafwgﬁ%la Denpasar memberikan izin

meagadakan Penelitian Kepada :

Nama .

Jabatan . Walya Daraapaten

Alamat Lembaga/Instansi : llahmim'

Bidang Judul . Kampup Unive Sansta Phama Yogyakarta

Analisia Perbedaan Kepatuhan ¥aiid Pajak

Penghasilan Oramg Pribadi Yumg Sudgh Bi-

o . perikea dun Belasm diperiksa (Studl Kasts
" Pada Pengasahs Hamdtlcraft &1 Keta Dempasar)
| Paru Pemgussha Hundicraft 4i Keta Dempasar

- faabe) omeng ;
" b {estu)wden shied Apedd o/ Hold 08

Jumlah Peserta
Laniapya
Drenpan ketentuan sebupel borfkat

Sehelum mongadaken penciitian melapor kepada Atssan/Kepels Instansi bersanghkuten,
Satesal mongadaken punelitian melapor kemball kepedn Pomarintad Kot Donpasar,
Menyershkan 1 (satu) Bxewplar hasil penelitian fersebut kepadafameninteh Kots
DBengessr (Kepals Buden Kesbang dan Pelitik Kota Denpasar) )
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Kata Pengantar

Y th: Bapak/Ibu/Saudara
Pengusaha Handicraft di Kota Denpasar

Dengan hormat,

Bersamaini saya,

Nama : Wahyu Darmaputra

NIM  : 032114131

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul " Analisis Perbedaan
Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Sudah Diperiksa Dan
Belum Diperiksa”. Dalam penyusunan skrips ini saya mohon bantuan Bapak/Ibu
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam kuesioner ini guna
memperoleh data yang dibutuhkan.

Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan hanya akan saya pergunakan untuk
kepentingan penulisan skripsi dan kerahasiannya dijamin. Pada kuesioner ini tidak
ada jawaban yang benar maupun salah, untuk itu saya mengharapkan kesediaan
Bapak/Ibu untuk membantu dengan cara menjawab kuesioner ini sesuai dengan
keadaan sadt ini

Atas kesediaan Bapak dan 1bu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Wahyu Darmaputra)
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KUESIONER PENELITIAN

I. ldentitas Responden (tulis jawaban atau tanda silang (xX) sesuai dengan
keadaan anda)

1. Berapakah usiaanda saat ini?.........cccccevvenne. Tahun
2. Usaha handicraft apa yang sekarang ini anda geluti?
JaWaD ..o
3. Apakah pendidikan terakhir anda?
JaED .o

4. Berapakah pendapatan anda setiap bulannya?
a. kurang dari Rp. 3.000.000
b. Rp. 3.000.000 — Rp. 8.000.000
c. Rp. 8.000.000 — Rp. 15.000.000
d. lebih dari Rp. 15.000.000

6. Berapajumlah karyawan anda?Jawab: .................... orang

7. Apakah anda memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?
a Ya
b. Tidak

8. Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak
(fiskus) untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar
serta untuk mencari tahu kepatuhan pemenuhan kewagjiban perpajakan
baik itu fiskus datang langsung ke tempat wajib pajak atau pun fiskus
memanggil waib pagak untuk datang ke kantor Dirjen Pgak dengan
meminta bukti-bukti catatan yang ada pada wajib pajak..
Berdasarkan hal tersebut, Apakah selama ini anda pernah diperiksa oleh
petugas Pgjak (fiskus)?
a Ya
b. Tidak



Il. KriteriaKepatuhan Wajib Pajak

Petunjuk pengisian :

1. Di bawah ini terdapat 20 butir pernyataan yang harus diisi secara lengkap

. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama
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2
3. Berilah tanda silang pada jawaban yang menurut anda sesuai dengan keadaan anda
4

. Pastikan anda tidak melewatkan 1 nomor pun

Jawaban

No Pernyataan Ya Tidak
Ketepatan Waktu Penyampaian SPT Tahunan dan
Masa

1. Dalam 2 (dua) tahun terakhir saya menyampaikan atau
melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan)
dengan tepat waktu

2. Saya selalu tepat waktu menyetorkan atau membayar Pajak
Penghasilan (PPh)

3. Saya sdlalu menyampaikan SPT Tahunan sebelum jatuh
tempo

4, Saya tidak pernah dikenakan sanksi administrasi atau
dendaoleh Dirjen Pgjak berkaitan dengan SPT Tahunan

5. Dalam 1 (satu) tahun terakhir saya menyampaikan SPT
Masa (bulanan) dengan tepat waktu

6. Saya selalu menyampaikan SPT Masa sebelum masa jatuh
tempo

7. Saya tidak pernah kena sanks atas keterlambatan
penyampaian SPT Masa
Tunggakan Pajak dan Berkaitan Dengan Surat
Tagihan Pajak (STP)

8. Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak
apapun

0. Dalam 2 (dua) tahun terakhir saya tidak pernah mendapat
Surat Tagihan Pajak (STP)

10. | Saya tidak pernah mendapat surat teguran karena surat
ketetapan pajak belum dilunasi

11. | Sayatidak pernah mendapat surat paksa dari dirjen pajak
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12.

Sayatidak pernah mengalami penyitaan oleh juru sita

Tindak Pidana Perpajakan

13.

Saya tidak pernah dijatuhi hukuman berupa denda pidana
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

14.

Saya tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan, atau
penjara karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan

Pendapat Auditor atau Laporan Keuangan Yang di
Audit

15.

Dalam menjalankan usaha ini laporan keuangan usaha saya
pernah diaudit oleh akuntan publik atau BPKP (Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

M enyelenggar akan Pembukuan

16.

Daam menjalankan usaha ini saya menggunakan
pembukuan

17.

Pembukuan saya terdiri dari catatan mengena harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.

18.

Saya menyelenggarakan pembukuan dengan benar

19.

Saya mengisi dan menyampaikan SPT sesuai pembukuan
dengan keadaan sebenarnya

Pembetulan SPT

20.

Saya tidak pernah melakukan pembetulan SPT karena
kesalahan dalam mengisi SPT

"Terima Kasih Atas Partisipasinya”




Data Keseluruhan Karakteristik Responden
(diperiksa, belum diperiksa dan tanpa NPWP)

no keterangan usahahandicraft kelompok jenis usaha usia pendidikan usia usaha pendapatan | karyawan
1 diperiksa kerajinan kayu kerajinan dari kayu 50 SMA 10 D 12
2 diperiksa patung kerajinan dari kayu 50 SARJANA 25 D 10
3 diperiksa kerajinan emas dan perak kerajinan dari emas dan perak 32 DIPLOMA 7 D 20
4 diperiksa furniture kayu kerajinan dari kayu 42 DIPLOMA C 4
5 diperiksa batik lain-lain 39 SARJANA 16 D 21
6 diperiksa kerajinan dari uang kepeng | lain-lain 52 SARJANA 3 D 23
7 diperiksa galery lukisan lukisan 48 SMA 10 D 2
8 diperiksa asesoris perak dan emas kerajinan dari emas dan perak 50 SMA 10 D 13
9 diperiksa bingkai antik kerajinan dari kayu 52 SARJANA 15 D 10
10 diperiksa perahu antik kerajinan dari kayu 38 DIPLOMA D 25
11 diperiksa patung primitive kerajinan dari kayu 45 SMA 8 D 10
12 | diperiksa furniture ukiran bali kerajinan dari kayu 60 SMP 23 D 20
13 diperiksa motor kendaraan rotan kerajinan dari rotan dan bambu 47 SMA 12 D 23
14 diperiksa wooden kerajinan dari kayu 41 SMA 14 B 6
15 diperiksa replika dari perak kerajinan dari emas dan perak 44 DIPLOMA 11 D 10
16 diperiksa patung unique kerajinan dari kayu 40 SMA 9 B 8
17 | diperiksa ukiran pilar kayu kerajinan dari kayu 46 SMA 10 C 15
18 belum diperiksa patung antik kerajinan dari kayu 43 SMA 13 A

19 belum diperiksa patung kuda kerajinan dari kayu 31 DIPLOMA 3 A

20 belum diperiksa kerajinan kayu kerajinan dari kayu 41 SARJANA 14 D 23
21 | belum diperiksa | wooden handicraft kerajinan dari kayu 38 SARJANA 9 B 25
22 belum diperiksa lilin wangi lain-lain 29 SARJANA 2 B

23 belum diperiksa sandal mote lain-lain 28 SARJANA 2 A

24 belum diperiksa gantungan kunci lain-lain 32 SMA 5 B

25 belum diperiksa bunga kering lain-lain 29 SARJANA 3 A 3
26 belum diperiksa kerajinan kulit telor lain-lain 48 SMA 6 D 10
27 belum diperiksa kerajinan kerang lain-lain 36 SARJANA 6 D 5
28 belum diperiksa kerang lain-lain 42 SMA 5 C 4
29 belum diperiksa lukisan lukisan 45 SMA 10 B 3
30 belum diperiksa lukisan wayang lukisan 39 SMK 5 B 6
31 belum diperiksa lukisan wayang lukisan 37 SMK 3 C 9
32 belum diperiksa tas lain-lain 35 SARJANA 5 C 18
33 belum diperiksa sandal dan tas mote lain-lain 38 DIPLOMA 2 D 12
34 belum diperiksa sandal mote lain-lain 39 DIPLOMA 5 C

35 | belum diperiksa bunga kemang lain-lain 45 SMA 3 C




36 belum diperiksa bedcover lain-lain 46 SARJANA 12 C 11
37 belum diperiksa tenun ikat lain-lain 35 SMA 5 C 6
38 belum diperiksa kain bali lain-lain 35 DIPLOMA 4 C 4
39 | belum diperiksa | souvenire lain-lain 39 DIPLOMA 6 C 3
40 belum diperiksa souvenire lain-lain 27 SARJANA 2 4 D 35
41 belum diperiksa souvenire lain-lain 42 SMA 5 D 10
42 belum diperiksa kipas kayu kerajinan dari kayu 38 SMA 4 C 6
43 belum diperiksa ukiran bali kerajinan dari kayu 37 SMA 8 C 4
44 | belum diperiksa ukir-ukiran kayu kerajinan dari kayu 35 SMA 8 A 3
45 belum diperiksa rotan kerajinan dari rotan dan bambu 34 SMA 5 C 15
46 belum diperiksa rotan kerajinan dari rotan dan bambu 42 SMA 7 C 11
a7 belum diperiksa bamboo kerajinan dari rotan dan bambu 41 SMA 5 D 22
48 belum diperiksa anyaman rotan/keranjang kerajinan dari rotan dan bambu 43 SMA 4 B 10
49 belum diperiksa keben/dulang kerajinan dari rotan dan bambu 40 SMP 6 A 5
50 belum diperiksa batu mulia emas dan perak | kerajinan dari emas dan perak 41 SARJANA 8 B 10
51 belum diperiksa perak kerajinan dari emas dan perak 25 SMA 3 C 4
52 belum diperiksa emas dan perak kerajinan dari emas dan perak 38 SMA 5 B 4
53 belum diperiksa kerajinan perak kerajinan dari emas dan perak 40 SMA 10 B 10
54 belum diperiksa anyaman rotan/bambu kerajinan dari rotan dan bambu 34 SMP 8 A 3
55 belum diperiksa rattan kerajinan dari rotan dan bambu 25 SMA D 20
56 belum diperiksa kipas kayu kerajinan dari kayu 35 SMA A

57 belum diperiksa furniture kerajinan dari kayu 42 SARJANA C

58 | belum diperiksa patung kayu kerajinan dari kayu 49 SMA 10 C

59 belum diperiksa patung kerajinan dari kayu 48 SARJANA 13 D 20
60 belum diperiksa perahu antik kerajinan dari kayu 42 SMA 5 A

61 belum diperiksa patung kayu kerajinan dari kayu 38 SMA 8 A 7
62 belum diperiksa patung kayu kerajinan dari kayu 38 SMA 7 B 5
63 | belum diperiksa | tapel rangda kerajinan dari kayu 52 SMA 12 D 14
64 belum diperiksa topeng kayu kerajinan dari kayu 30 DIPLOMA 5 B 2
65 belum diperiksa furniture kerajinan dari kayu 43 SARJANA 13 C 5
66 belum diperiksa kap lampu dari bambu kerajinan dari rotan dan bambu 39 SMA 10 A 8
67 belum diperiksa gerabah/gentong lain-lain 41 SMA 8 A 4
68 | belum diperiksa lukisan telor lukisan 37 SMA 5 A 1
69 belum diperiksa patung natural kerajinan dari kayu 35 SMA 5 A 10
70 belum diperiksa patung kuda kerajinan dari kayu 38 DIPLOMA 3 A 3
71 belum diperiksa souvenire lain-lain 35 SMA 8 A 2
72 | belum diperiksa patung asmat kerajinan dari kayu 43 SMA 10 B 6
73 belum diperiksa topeng celuluk kerajinan dari kayu 33 SMA 9 A 0
74 belum diperiksa sok kasi kerajinan dari rotan dan bambu 41 SMA 11 A 5




75 belum diperiksa ukiran akar kayu kerajinan dari kayu 32 SARJANA A 20
76 belum diperiksa papan selancar kerajinan dari kayu 40 SMA 6 B 5
77 belum diperiksa gelas kaca lain-lain 49 SMA 3 A 3
giwang, gelang, kalung

78 | belum diperiksa | perak kerajinan dari emas dan perak 36 SMA 9 B 8
79 belum diperiksa hiasan dinding kerajinan dari kayu 30 SMA 4 A 1
80 belum diperiksa perajin perak kerajinan dari emas dan perak 28 SMA 6 A 2
81 belum diperiksa aksesoris dari perak kerajinan dari emas dan perak 37 SARJANA 8 A 3
82 belum diperiksa patung kepala budha kerajinan dari kayu 44 SMP 16 C 10
83 | belum diperiksa ukiran bali kerajinan dari kayu 38 SMA 12 A 4
84 belum diperiksa ukiran akar kayu kerajinan dari kayu 42 SMA 14 D 6
85 belum diperiksa topeng klasik bali kerajinan dari kayu 36 SARJANA 15 A 1
86 belum diperiksa bunga lidi lain-lain 51 SMA 3 A 2
87 belum diperiksa bamboo kerajinan dari rotan dan bambu 48 SMA 8 A 5
88 | belum diperiksa rattan kerajinan dari rotan dan bambu 31 SMA 5 A 3
89 belum diperiksa pajeng/umbul-umbul lain-lain 35 SMP 12 A 0
90 belum diperiksa lukisan lukisan 40 SMA 10 A 1
91 belum diperiksa tenun ikat lain-lain 40 SMA A 5
92 belum diperiksa keben kerajinan dari rotan dan bambu 43 SMP A 6
93 belum diperiksa tas mote lain-lain 38 DIPLOMA 4 A 3
94 belum diperiksa lukisan lukisan 29 SMA 5 A 1
95 belum diperiksa wayang klasik lain-lain 45 SMA 14 A 0
96 belum diperiksa patung kayu kerajinan dari kayu 38 SMA 7 B 3
97 belum diperiksa patung kayu kerajinan dari kayu 36 SMA 3 A 1
98 belum diperiksa patung kayu kerajinan dari kayu 28 SMA A 3
99 belum diperiksa patung kayu kerajinan dari kayu 35 SMA 8 A 1
100 | belum diperiksa patung garuda wisnu kerajinan dari kayu 50 SMP 20 D 0
101 | belum diperiksa bedogol kerajinan dari kayu 41 SMA 8 A 3
102 | belum diperiksa perak kerajinan dari emas dan perak 40 SMA 10 C 12
103 | belum diperiksa emas dan perak kerajinan dari emas dan perak 42 SMA A 0
104 | belum diperiksa souvenire perak kerajinan dari emas dan perak 38 DIPLOMA 8 A

105 | belum diperiksa kerajinan lombok kerajinan dari rotan dan bambu 35 SARJANA 5 C 22
106 | belum diperiksa hiasan dalam rumah kerajinan dari kayu 38 SMA 6 A 1
107 | belum diperiksa pintu ukir kerajinan dari kayu 55 SMP 25 B 10
108 | belum diperiksa kursi tangan kerajinan dari kayu 40 SMA 10 B 12
109 | tanpa NPWP rindik kerajinan dari rotan dan bambu 58 SMP 15 A 1
110 | tanpa NPWP tas rajutan lain-lain 49 SMP 10 A 1
111 | tanpa NPWP ukiran kerajinan kayu 42 SMA 12 B 5
112 | tanpa NPWP hiasan dinding lain-lain 23 SARJANA 1,6 A 3




113 | tanpa NPWP layangan kreasi lain-lain 28 SARJANA 4 A 2
114 | tanpa NPWP kipas kayu kerajinan dari kayu 43 SMA 6 A 6
115 | tanpa NPWP anyaman bambu kerajinan dari rotan dan bambu 38 DIPLOMA 2 B 8
116 | tanpa NPWP patung kerajinan dari kayu 33 SMA 6 C 3
117 | tanpa NPWP patung indian kerajinan dari kayu 37 DIPLOMA 2 C 3
118 | tanpa NPWP aneka handicraft kerajinan dari kayu 44 SMA 8 B 2
119 | tanpa NPWP bunga dari lidi lain-lain 38 SMA 6 A 4
120 | tanpa NPWP souvenire lain-lain 43 SMA 8 A 3
121 | tanpa NPWP ukiran kayu kerajinan dari kayu 52 SMA 10 B 1
122 | tanpa NPWP batok kelapa lain-lain 50 SMA 3 A 5
123 | tanpa NPWP Topeng kerajinan dari kayu 30 SMA 4 A 3
124 | tanpa NPWP bambu kerajinan dari rotan dan bambu 48 SMA 3 B 5
125 | tanpa NPWP ukiran kayu kerajinan dari kayu 45 SMA 10 B 2
126 | tanpa NPWP lukisan lukisan 37 SMK 6 A 0
127 | tanpa NPWP kain bali lain-lain 48 SMA 13 A 2
128 | tanpa NPWP keris lain-lain 52 SMP 12 A 0
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LAMPIRAN 3
Deskriptif statistik Data Wajib Pgjak Sudah Diperiksa, Wgjib Pgak Belum
Diperiksa, dan Keseluruhan Profil Responden



Jenis usahayang sedang digeluti responden

Statistics
jenis_usaha
N Valid 128
Missing 0
jenis_usaha
Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percent Percent
Valid  Kerajinan dari
emas atau perak 13 10.2 10.2 10.2
kerajinan dari kayu 55 43.0 43.0 53.1
kerajinan dari
17 13.3 13.3 66.4
rotan atau bambu
klasifikasi lain-lain 43 33.6 33.6 100.0
Total 128 100.0 100.0
Frequencies
Statistics
keterangan
N Valid 128
Missing 0
keterangan
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid diperiksa 17 13.3 13.3 13.3
belum diperiksa 91 71.1 71.1 84.4
tanpa NPWP 20 15.6 15.6 100.0
Total 128 100.0 100.0
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Data Sudah Diperiksa

Descriptive Statistics

N Minimum [ Maximum Mean Std. Deviation
Pendidikan 17 1 4 2.59 .939
pendapatan 17 2 4 3.65 .702
umur_usaha 17 3 25 11.59 5.680
jumlah_karyawan 17 2 25 13.65 7.141
USIA 17 32 60 45.65 6.661
Valid N (listwise) 17
Frequencies
Statistics
pendapatan | Pendidikan
N Valid 17 17
Missing 0 0
Frequency Table
pendapatan
Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percent Percent
Valid  3000001-8000000 2 11.8 11.8 11.8
8000001-15000000 2 11.8 11.8 23.5
>15000000 13 76.5 76.5 100.0
Total 17 100.0 100.0
Pendidikan
Cumulative
Frequency | Percent Valid Percent Percent
Valid SLTP 1 5.9 5.9 5.9
SLTA 9 52.9 52.9 58.8
Diploma 3 17.6 17.6 76.5
S1 4 235 235 100.0
Total 17 100.0 100.0




Data Belum diperiksa

Descriptive Statistics

N Minimum [ Maximum Mean Std. Deviation
USIA 91 25 55 38.45 6.109
Pendidikan 91 1 5 241 .906
pendapatan 91 1 4 2.02 1.105
umur_usaha 91 2 25 7.47 4.012
jumlah_karyawan 91 0 35 6.59 6.586
Valid N (listwise) 91
Frequencies
Statistics
Pendidikan | pendapatan
N Valid 91 91
Missing 0 0
Frequency Table
Pendidikan
Cumulative
Frequency | Percent Valid Percent Percent
Valid SLTP 7 7.7 7.7 7.7
SLTA 58 63.7 63.7 714
Diploma 9 9.9 9.9 81.3
S1 16 17.6 17.6 98.9
S2 1 11 11 100.0
Total 91 100.0 100.0
pendapatan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  <3000000 42 46.2 46.2 46.2
3000001-8000000 17 18.7 18.7 64.8
8000001-15000000 20 22.0 22.0 86.8
>15000000 12 13.2 13.2 100.0
Total 91 100.0 100.0
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PROFIL RESPONDEN

Descriptive Statistics

N Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
USIA 108 25 60 39.58 6.705
Pendidikan 108 1 5 2.45 .890
pendapatan 108 1 4 2.28 1.206
umur_usaha 108 2 25 8.12 4.542
jumlah_karyawan 108 0 35 7.70 7.125
Valid N (listwise) 108
Frequencies
Statistics
keterangan
N Valid 108
Missing 0
keterangan
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
Valid  diperiksa 17 15.7 15.7 15.7
tidak diperiksa 91 84.3 84.3 100.0
Total 108 100.0 100.0
Statistics

keterangan | jenis_usaha

N Valid 108 108
Missing 0 0
jenis_usaha

Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percent Percent

Valid  kerajinan dari
emas atau perak
kerajinan dari kayu 47 43.5 435 55.6

kerajinan dari
rotan atau bambu

klasifikasi lain-lain 34 315 31.5 100.0
Total 108 100.0 100.0

13 12.0 12.0 12.0

14 13.0 13.0 68.5
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LAMPIRAN 4
Data Keseluruhan Hasil Kuesioner, Hasil Uji Reliability Analysis-Scale(split
half), Hasil Uji Independent Sample t-test
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DATA KESELURUHAN HASIL KUESIONER

item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 iteml1ll

item 1

Keterangan

No.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34
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iteml1 item2 ltem3 ltem4 ltem5 ltem6 ltem7 ltem8 ltem9 Item10 ltem11

No Keterangan

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44
45
46

47

48

49

50
51

52

53
54
55
56

57

58
59

60
61

62

63
64
65
66

67

68
69

70
71
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item1 item2 ltem3 ltem4 ltem5 ltem6 ltem7 ltem8 ltem9 ltem10 ltem11

No Keterangan

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83

84
85
86
87
88
89
90
91

92

93

94
95
96
97

98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
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DATA KESELURUHAN HASIL KUESIONER

Total

item13 item14 item15 item16 iteml17 item18 item19 item20

keterangan item12

No.

17

20

17
16

18
15
17
15
15
16
14
16

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

15
17

16

17
14
16
17
15
13
17
10
15
16
16
14
16
15

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34
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Total

item13 item14 item15 item16 iteml17 item18 item19 item20

Keterangan item12

No

11
16
16
17
16
16
16
17
17
17
16
17
17
19
17
17
17
15
16
14
16
13
17
15
17
16
15
16
15
16
17
15
17
17

35
36

37

38
39

40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

56

57

58

59

60
61

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

19
17
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item13 item14 item15 item16 iteml17 item18 item19 item20 Total

Keterangan jtem12

No.

16

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

18
15
17
15
15
16
14
16

82

15
17

83

84
85
86
87

16

17

88
89
90
91

14
16
17

15
13
17

92
93

94
95
96
97

10
15
16
19
17
17
19
19

98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

17
19
19

16
17



Reliability Analysis — scale (split half)

Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics

Scale Corrected Cronbach's
Scale Mean it Variance if Item-Total Alpha if Item
Iltem Deleted Iltem Deleted Correlation Deleted
iteml1 14.23 12.011 .560 .836
item2 14.06 12.977 .364 .845
item3 14.57 12.957 .249 .852
item4 14.06 12.229 674 .832
item5 14.15 11.903 .669 .830
item6 14.59 12.954 .255 .852
item7 14.12 12.780 379 .844
item8 14.08 12.189 .654 .832
item9 14.05 12.848 445 .841
item10 14.15 12.183 .567 .835
iteml1l 14.04 12.335 .696 .832
item12 14.01 13.075 418 .843
item13 14.06 12.884 .402 .843
iteml14 14.09 13.356 .192 .852
item15 14.91 13.954 .106 .850
item16 14.11 12.698 418 .843
iteml17 14.08 12.713 445 .841
item18 14.07 12.723 453 .841
item19 14.04 12.821 475 .840
item20 13.93 13.845 .259 .849
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Part 1 Value 775
N of Items 10
Part 2 Value .673
N of Items 10
Total N of Items 20
Correlation Between Forms 763
Spearman-Brown Equal Length .866
Coefficient Unequal Length .866

Guttman Split-Half Coefficient

.830
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T-Test

Group Statistics

118

Std. Std. Error
responden N Mean Deviation Mean
Tk_kepatuhan  diperiksa 17 14.35 4,527 1.098
belum diperiksa 91 15.02 3.602 378

Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality
of Variances t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
F Sg. t df Sig.(2- Mean Std. Error Lower | Upper
tailed) | Difference | Difference
Tk_kepatuhan  Equal variances | 1.435 | .234 | -.674 106 .502 -.669 .993 -2.637 | 1.299
assumed
Equal variances -576 | 19.960 | .571 -.669 1.161 -3.091 | 1.753
not assumed
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LAMPIRAN 5
Tabel F, Tabel t, dan Tabel Harga Kritik dari r Product-Moment
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TABEL F UNTUK 5%
120

Values of F for F Distributions with .05 of the Area in the Right Tail.

.05 0f area

v

394

Example: For a test at a significance level pr .05 where we have 15 degrees of freedom for the numertor and |
dogrees of freedom for the denomiinator, the appropriate F value is found by looking under the 15 degrees of freedon
column and proceeding doen to tha & degrees of freedom row; there we find the approppriate £ value to be 3.94.

Values of Fog t
Degrees ol freedom for numerator

1 161 200 216 s 0 2M 237 23 241 242 244 246 240 249 2% 2% 282 W/ 254

H 185 190 192 192 19.3 19.3 19.4 194 194 19.4 19.4 19.4 19.4 195 195 185 108 185 188 -
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Lampiran

Tabel t pada a 5%

dar | 0,05 0,025 df 0,05 0,025 dr 0,05
1 6.314 12.706 51 1.675 2.008 101 1.660
2 2.920 4.303 52 1.675 2.007 102 1.660
3 2.353 3.182 53 1.674 2.006 103 1.660
4 2.132 2.776 54 1.674 2.005 104 1.660
5 2.015 2.571 55 1.673 2.004 105 1.659
6 1.943 2.447 56 1.673 2.003 106 1.659
7 1.895 2.365 57 1.672 2.002 107 1.659
8 1.860 2.306 58 1.672 2.002 108 1.659
9 1.833 2.262 59 1.671 2.001 109 1.659
10 1.812 2.228 60 1.671 2.000 110 1.659
11 1.796 2.201 61 1.670 2.000 111 1.659
12 1.782 2.179 62 1.670 1.999 112 1.659
13 1.771 2.160 63 1.669 1.998 113 1.658
14 1.761 2.145 64 1.669 1.998 114 1.658
15 1.753 2.131 65 1.669 1.997 115 1.658
16 1.746 2.120 66 1.668 1.997 116 1.658
17 1.740 2.110 67 1.668 1.996 117 1.658
18 1.734 2.101 68 1.668 1.995 118 1.658
19 1.729 2.093 69 1.667 1.995 119 1.658
20 1.725 2.086 70 1.667 1.994 120 1.658
21 1.721 2.080 71 1.667 1.994 121 1.658
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Tabel Harga Kritik dari r Product-Moment

122

Interval | Kepercayaan Interval | Kepercayaan Interval Kepercaya;
N | 95% 99% N | 95% 99% N 95% 99%
| @ ) ml @ ©) (1) @) (€))
3 0,997 0,999 26 | 0,388 0,4906 55 0,266
4 0,950 0,990 27 | 0,381 0,487 60 0,254
5| 0878 0,959 28 | 0,374 0,478 65 | 0244
6 0,811 0,917 29 | 0,367 0,470 70 0,235
7| 0754 0,874 30 | 0,361 0,463 75 | 0227
8| 0707 0,874 31 | 0355 0,456 80 | 0,220
9| 0,666 0,798 32| 0349 | 0449 85 | 0213
10 | 0632 0,765 33 | 0,344 0,442 90 | 0207
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